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Nama : Andi Nurfuhairah M.  
NIM : 10200110011
Judul : PENGELOLAAN  ZIS  PASCA  BERLAKUNYA
PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2006 (Kajian BAZ
Kota Makassar)
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui bagaimana pengelolaan
zakat  sebelum  berlakunya  Peraturan  Daerah  nomot  5  tahun  2006  tentang
pengelolaan  zakat  pada  BAZ  Kota  Makassar  2)  mengetahui  bagaimana
pengelolaan  zakat  setelah  berlakunya  Peraturan  Daerah  nomor  5  tahun  2006
tentang pengelolaan  zakat  pada BAZ Kota Makasar  3)  mengetahui  bagaimana
upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat pada BAZ Kota Makassar
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  yang
pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  cara  interview  (wawancara).  Adapun
responden dari penelitian ini adalah para pengelola zakat yang ada di BAZ Kota
Makassar.
Hasil  yang  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  pengelolaan  zakat
sebelum berlakunya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2006 tentang pengelolaan
zakat belum terasa optimal karena masih kurangnya masyarakat yang membayar
zakatnya, dalam hal penyaluran dikordinir oleh pemerintah Kota Makassar dan
dana  ZIS  yang  terkumpul  disatukan  dengan  bantuan  sosial  pemerintah  Kota
Makassar.  Setelah  berlakunya  Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun  2006  Tentang
Pengelolaan Zakat berdampak positif  terhadap pengumpulan dana zakat, dalam
penyalurannya  tidak  lagi  dikordinir  oleh  pemerintah  kota.  Upaya  dalam
mengoptomalkan  pengelolaan  zakat  yaitu  dengan  membuat  pengelolaan  zakat
dengan  satu  jalur  dan  bekerjasamanya  direktorat  pajak  dengan  BAZ  Kota
Makassar.
Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah  fokus
penelitian, dan bagi pemerintah disarankan untuk mensinergikan direktorat pajak





Salah  satu  aspek  ajaran  Islam  yang  potensial  menjadi  instrumen
pemberdayaan  ummat  dan  pengentasan  kemiskinan,  serta  menjadi  simbol
harmonisnya hubungan sesama manusia adalah zakat, infak dan sedekah apabila
dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan
mengambil  pentunjuk dari  praktik  Rasulullah  SAW. dan pendahulu-pendahulu,
maka zakat akan menjadi solusi dari salah satu problem ummat.
Zakat adalah instrumen yang memiliki potensi besar dalam pembangunan
ekonomi  nasional.  Hal  tersebut  antara  lain  dapat  diukur  dari  besarnya  potensi
zakat rumah tangga secara nasional, yang dihitung dari penghasilan yang mereka
dapatkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh masing-
masing rumah tangga tersebut.
Untuk itulah  negara  Republik Indonesia  memandang perlu menerbitkan
Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang meliputi
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap
pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.1
Dalam survei yang dilakukan PIRAC di 10 kota di Tanah Air, potensi zakat
rumah tangga dihitung dengan menggunakan SUSENAS 2009 diseluruh provinsi
Indonesia. Total jumlah responden yang disurvei berjumlah 291.753 responden.
Perhitungan zakat dilakukan dengan mangalikan rata-rata zakat per rumah tangga
tiap provinsi dengan proporsi penduduk muslim tiap provinsi dan khususnya yang
dikelola BAZ Kota Makassar.
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 
Pengelolaan Zakat, Pasal 1.
1
2Potensi  zakat  dihitung  menggunakan  standar  nishab  beras  pada  tahun
berlaku. Sesuai ketentuan, nishab beras mencapai angka 524 kilogram.
Tabel 1.1
Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional
Keterangan Nama Wilayah Potensi Zakat
Provinsi dengan potensi
Zakat Tertinggi
Jawa Barat Rp 17,67 triliun
Jawa Timur Rp 15,49 trliiun
Jawa Tengah Rp 13,28 triliun
Provinsi dengan Potensi
Zakat Terendah
Bali Rp 126,25 miliar
Papua Rp 117,44 miliar
Papua Barat Rp 111,68 miliar
Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional 2009 Rp 82,7 triliun




Prediksi Potensi Zakat Rumah Tangga nasional 2011 Rp 91 triliun
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009 
Potensi  zakat  di  Kota  Makassar  sangat  besar,  diperkirakan
mencapai Rp 7 miliar per tahun. "yang terserap sekarang baru sekitar Rp
1  miliar,"  kata  Wali  Kota  Makassar  Ilham  Arief  Sirajuddin  pada  dialog
pemberdayaan  zakat  untuk  memberantas  kemiskinan  di  Pesantren
Hidayatullah Makassar.
Sekitar  80  persen dari  1,3  juta  warga Makassar  adalah muslim,
yang memiliki kewajiban membayar zakat bagi yang mampu. "Potensinya
besar  sekali,  namun masih  perlu  sosialisasi  pemberdayaan  zakat  agar
lebih optimal.2
Pengelolaan zakat  pada hakekatnya  dapat  dianalogikan dengan kegiatan
perbankan.  Bank  menghimpun  dana  dari  mereka  yang  kelebihan  dana  dan
2Indra, “Potensi Zakat di Makassar Rp 7 Milyar Belum Digarap”, Tempo Online, 6
September 2010. 
http://www.tempo.co/read/news/2010/09/06/191276702/Potensi-Zakat-di-
Makassar-Rp-7-Miliar-Belum-Digarap (17 Maret 2014).
3kemudian menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana tersebut.  Tentu
saja pejabat bank harus mengusahakan agar dana yang disalurkan tersebut berhasil
mencapai  sasarannya,  yaitu  meningkatkan  kegiatan  perusahaan  yang  diberikan
kredit khususnya dan meningkatkan kegiatan ekonomi pada umumnya.
Demikian  pula  dengan  zakat  yang  dipungut  atau  dihimpun  dari  orang-
orang  Islam  yang  sudah  wajib  berzakat  pada  umumnya  orang  kaya,  untuk
kemudian  disalurkan  kepada  fakir,  miskin  dan  pihak-pihak  lain  yang
berhak.Dalam  penyaluran  tersebut  lembaga  amil  zakat  sudah  seharusnya
berprinsip  untuk  mengusahakan  agar  zakat  yang  disalurkan  tersebut  mencapai
sasarannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan ummat.3
Institusi  zakat  semacam  Badan  Amil  zakat  dan  Lembaga  Amil  Zakat
sejatinya telah lama dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Badan Amil Zakat
dan Lembaga Amil  Zakat  yang memiliki  kualifikasi  unggul  dan  menunjukkan
kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit, diantara faktor penyebabnya adalah
sumber  daya  pengelolaan  yang  kurang  total  dalam  melaksanakan  tugas  dan
kewenangannya,  sosialisasi  tentang  wajibnya  zakat  dan  undang-undang  zakat
yang  kurang  merata,  dan  lain  sebagainya.  Dalam  penjelasan  umum  Undang-
Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknnya badan
pengelolaan zakat di Indonesia setidaknya ada tiga, yaitu: (1) untuk meningkatkan
kesadaran  masyarakat,  (2)  untuk  meningkatkan  fungsi  dan  peranan  pranata
keagamaan  dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  keadilan
sosial, (3) untuk meningkatkan hasil dan daya guna zakat.
Dari tujuan dibentuknya undang-undang pengelolaan zakat ketiga hal di
atas  perlu  dipahami  bahwa  pengelolaan  zakat  oleh  setiap  lembaga  pengelola
3Miranty Abidin dan Didin Hafidhuddin, 2011, Titik Temu Zakat dan Pajak, 
(Jakarta: Peduli Ummat) h, 120 
4semestinya  diarahkan  dapat  bersifat  produktif,  misalnya  pendistribusian  dana
zakat kepada mustahiq diwujudkan dalam bentuk modal kerja, namun realita di
lapangan  memang  cukup  sulit  lembaga-lembaga  zakat  mampu  mewujudkan
kebijakan ini.
Guna mengefektifkan pengumpulan zakat dan menanggapi UU  nomor 38
Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  pemerintah  Kota  Makassar  telah
membuat Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat. 
Menurut Bahasa (lughat), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan
atau  bertambah  (HR.  At-Tirmidzi)  atau  dapat  pula  berarti  membersihkan  atau
mensucikan, seperti dalam Q.S At-Taubah Ayat 103:
   
 
    
    
     
Terjemahnya:
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu
membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu  (menjadi)  ketenteraman jiwa bagi  mereka.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
Zakat adalah ibadah  maliyah ijtimiyah  yang memiliki posisi yang sangat
penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari
sisi pembangunan kesejahteraan umat.4
Dari  berbagai  penelitian terdahulu tentang zakat  seperti  yang dilakukan
oleh  Nuril  Miftakhi  yang  berjudul  Implementasi  Ketentuan  Pembayaran
Zakat sebagai Penghasilan Kena Pajak Bagi wajib Pajak Orang Pribadi
4Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani 
Pers) h, 1
5(Studi  Kasus  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  malang  Selatan)
menyimpulkan  bahwa  dari  analisis  yang  dilakukan  diketahui  bahwa
pelaksanaan  implementasi  ketentuan  pembayaran  zakat  sebagai
pengurang  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  wajib  pajak  belum  secara
optimal. Hal ini dapat terlihat hingga tahun 2009 belum ada wajib pajak
orang pribadi yang menggunakan haknya.
B. Fokus Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  kepada  pengelolaan  zakat.  Pengelolaan  zakat
adalah suatu cara atau pengaturan mulai dari menghimpun dana berupa zakat dan
infak  dari  masyarakat  yang  mampu  dan  menyalurkannya  ke  masyarakat  yang
kurang mampu yang membutuhkan.  Dan selanjutnya akan menganalisis  secara
kualitatif pengeloalaan setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Zakat. 
C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat sebuah masalah,
yaitu:
1. Bagaimana  pengolaan  zakat  sebelum  berlakunya  Peraturan  Daerah
Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat?
2. Bagaimana pengolaan zakat setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat?
3. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat pada BAZ
Kota Makassar?
D. Kajian Pustaka
6Dalam kajian pustaka ini penulis akan menjelaskan bahwa menurut
ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang
bertindak sebagai wakil dari mustahiq (penerima zakat) termasuk orang
miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya.
Ibadah zakat itu tidak sekedar amal karitatif (kedermawanan), akan
tetapi  ia  juga  sebagai  kewajiban  otoritatif  (ijbari).5 Oleh  karena  itu
pelaksana zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, puasa,
dan haji  yang telah dibakukan dengan nash yang penerapannya hanya
dipertanggungjawabkan kepada Allah  SWT, sedangkan zakat  itu  selain
dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT juga dipertanggungjawabkan
kepada  pemerintah,  karena  itu  pengalamannya  lebih  berat  dibanding
ibadah-ibadah lain. Untuk itu perlu diperhitungkan adanya kepastian dan
ketegasan  dalam  pelaksanaanya  agar  hak-hak  para  asnaf  delapan
golongan, terutama fakir miskin dalam harta orang kaya dapat diterimanya
dengan  pasti,  demi  tegaknya  keadilan.  Untuk  itu  demi  terlaksananya
ibadah  zakat,  ditetapkan  pula  sanksinya  bagi  mereka  yang  enggan
membayar zakat.6
Zakat  sebagai  bagian  ibadah  yang  diperintahkan  di  dalam  Al-
Quran, dan karenanya perintah itu berasal dari Allah SWT dan sekaligus
berfungsi sebagai pemegang otoritas dalam meberikan aturan berkaitan
dengan kinerja yang seharusnya dikembangkan oleh amil zakat. Karena
itu, dalam konteks ini, hugungan amil zakat dan Allah SWT dapat dilihat
5Arif Abdul Fatah Thabara, run al-Din al Islami, Dar al-llmy al-Malayiin, (Cet. VII; 
Beirut, 1996) h, 333  
6Rahmawati Muin, Manajmen Zakat, (Cet. I; Makassar: Alauddin pres, 2011) h, 
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7sebagai  hubungan  manejer  dengan  pemegang  saham  dalam  suatu
perusahaan.  Berkaitan  dengan  keberadaan  amil  zakat  pada  dasarnya
merupakan perwujudan dari  keinginan  pemegang  saham dalam hal  ini
Allah SWT.
Praktek  Nabi  Muhammad  saw  mengangkat  Muadz  Ibn  Jabal
sebagai  amil  zakat,7 dipandang  sebagai  upaya  untuk  mengoptimalkan
pendayagunaan zakat. Tentu saja, apa yang dijalankan oleh Nabi dalam
konteks  ini,  merupakan  upaya  untuk  melaksanakan  petunjuk  Al-Quran
yang berkaitan dengan zakat.
Hamzah Hasan dalam buku Ekonomi Zakat di Indonesia, mendefinisikan
zakat ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang Arab, kata zakat merupakan
kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang
semua  arti  ini  digunakan  di  dalam  menerjemahkan  Al-Quran  dan  Hadist.
Sedangkan  dari  segi  istilah  fikih,  zakat  berarti  “sejumlah  harta  tertentu  yang
diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di
samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Menurut terminologi
syariat  (istilah),  zakat  adalah  nama  bagi  sejumlah  harta  tertentu  yang  telah
mencapai  syarat  tertentu  yang  diwajibkan  oleh  Allah  untuk  dikeluarkan  dan
diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  dengan  persyaratan  tertentu  pula.
Selanjutnya dalam pengelolaan zakat perlu untuk memandang pengelolaan zakat
terkait dengan unsur resiko yang telah dikenal dalam ilmu manajmen, pandangan
ini  didasarkan  karena  dana  zakat  yang  teramanahkan  kepada  pengelola  zakat
(amil)  secara  syar’i tidak  dimaksudkan  untuk  membagi  dana  zakat  kepada
mustahik  tanpa  dasar  pertimbangan,  tetapi  pengelola  zakat  diberikan tanggung
jawab untuk memandang dana zakat itu sebagai dana yang memiliki “beban” yang
7Hadis yang diriwayatkan oleh Buhary dengan sanad Ibn Abbas
8harus berdayaguna kepada mustahik. Upaya mengaitkan dana zakat dengan unsur
resiko, oleh pengelola zakat secara esensial,  adalah upaya pendayagunaan dana
zakat ke arah optimal.8
Selanjutnya K.H Didin Hafiuddin dalam buku Zakat Dalam Perekonomian
Modern  menjelaskan  bahwasektor  industi  merupakan  sektor  yang  terus
mengalami peningkatan peran dan memberikan sumbangan yang terus mengalami
peningkatan  peran  dan  memberikan  sumbangan  semakin  besar
dalamperekonomian suatu negara. Sektor ini dengan demikian merupakan sumber
zakat  yang  sangat  penting  pada  masa  modern  ini.  Hanya  saja  perlu  dibahas
persoalan-persoalan yang menyangkut pengusaha sektor industri yang ditangani
oleh  perpanjangan  tangannya  seringkali  juga  dilakukan  oleh  sektor  swasta.
Industri  yang  terkait  dengan  barang-barang  tambangan  tentu  menjadi  sangat
menarik untuk dikasji aspek zakatnya, karena ia adalah harta yang diperoleh tanpa
mengandalkan  aspek  produksi,  semata-mata  terkait  dengan  eksplorasi.
Perusahaah-perusahaan  banyak  berkembang  pada  sektor  ini  dan  merupakan
kecenderungan yang selalu meningkat terutama di negara-negara maju.9
Penelitian yang dilakukan oleh Budi Prayanto SH pada tahun 2008 yang
berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah” yaitu
peran  Pemerintah  dengan  dikeluarkannya  UU  No.38  tahun  1999  tentang
Pengelolaan  Zakat  telah  membawa  dampak  positif  bagi  Umat  Islam  dalam
mengelola zakat dari  para muzakki.  Sebagai tindak lanjut dari  Undang-undang
tersebut Kabupaten Muna telah mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang
8Hamzah Hasan Khaeriyah, Ekonomi Zakat di Indonesia, (Cet. I; Makassar: 
Alauddin Universiti Pres, 2011) h, 5,12
9K.H. Didin hafiuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema 
Insani Pers) h, 89-90
9Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shodaqoh Kabupaten Muna. Dengan Peraturan
Daerah ini Pengelolaan Zakat di Kabupaten Muna lebih efektif dan berdaya guna.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Budi Arsanti pada tahun 2007
yang berjudul  “Pengelolaan  Zakat  Pada  Lembaga Amil  Zakat  Infaq  Shodaqoh
(LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul” yaitu pengelolaan zakat maal
yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul selama ini
telah  telah  cukup  amanah  dan  transparan  serta  sesuai  dengan  syariat  Islam
meskipun proses pendistibusiannya masih kurang merata serta pengumpulan dana
yang kurang maksimal disebabkan kurangnya sosialisasi zakat serta lembaga ini.
Untuk itu hendaknya lebih dimaksimalkan lagi sosialisasinya dengan membentuk
unit-unit pengumpul zakat ditiap cabang seluruh Kabupaten Gunung Kidul (UPZ).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Desi  Rahyuni  pada  tahun  2011  yang
berjudul “Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun1999 dan
Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) AL-Wasliyah Medan)” yaitu PT.
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Al-Washliyah  Medan  dalam
pengelolaan  serta  perhitungan  zakat,  belum mengacu  atau  belum menerapkan
berdasarkan  apa  yang  telah  diatur  oleh  Undang-undang  Nomor  38  tahun1999
tentang  Pengelolaan  Zakat,  dan  juga  bukan  merupakan  faktor  pengurang
(deductble  expense)  atas  Penghasilan  Kena Pajak  (PKP)-nya.  Dalam membuat
kerangka  dasar  penyususan  dan  penyajian  laporan  keuangannya  sebagian
keputusan dari  kantor  pusat  di  Jakarta  mengacu pada  akuntansi  syariah sesuai
fatwa  dari  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)yang  bekerjasama  dengan  Dewan
Standar Akuntansi Keuangan. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
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Sesuai  dengan  latar  belakang  dan  permasalahan  yang  telah
dikemukakan  di  atas,  tujuan  yang  akan  dicapai  sehubungan  dengan
penilitian adalah:
a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat sebelum berlakunya Peraturan Daerah
No. 5 tahun 2006 tentang pengeloaan zakat.
b. Untuk mengetahui  pengelolaan zakat sesdah berlakunya Peraturan Daerah
No. 5 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat.




Penelitian  ini  diharapkan  menambah  wawasan  keintelektualan  sehingga
penelitian  ini  bisa  digunakan  sebagai  wahana  untuk  mengkaji  secara  ilmiah
tentang bagaimana pengelolaan zakat setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 5
tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat pada BAZ Kota Makassar.
b) Bagi Lembaga yang Terkait
Dari  penelitian  ini  dapat  dijadikan  bahan  masukan  untuk  menentukan
dasar  kebijaksanaan  dalam  upaya  meningkatkan  pertumbuhan  zakat  dan
kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat.
c) Bagi Institusi Pendidikan 
Penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan pengetahuan
untuk memperkaya dalam bidang pengajaran.
BAB II
TINJAUAN TEOROTIS
A. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah
1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah
a. Zakat
Ditinjau dari segi, bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan
kata dasar (masdar) dari  zakat   yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji,
yang  semua ati  ini  digunakan di  dalam menerjemahkan Al-Quran  dan Hadist.
Menurut  terminologi  syariat  (istilah),  zakat  adalah  nama  bagi  sejumlah  harta
tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk
dikeluarkan  dan  diberikan  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya  dengan
persyaratan tertentu pula.
Zakat adalah ibadah  maliyah ijtimiyah  yang memiliki posisi yang sangat
penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari
sisi pembangunan kesejahteraan umat.1
Apabila  telah  sampai  setahun  memiliki  harta,  wajiblah  untuk  segera
mengeluarkan zakat. An-Nawawi mengatakan, “Zakat wajib dikeluarkan dengan
segera, apabila telah cukup tahunnya. Kemudian apabila telah wajib ia keluarkan
dengan  memungkinkan  pula  ia  keluarkan,  niscaya  sekali-kali  tidak  boleh
mengakhirkan  pengeluarannya.  Jika  tidak  dikeluarkan  padahla  ia  mampu
melakukannya, maka ia durhaka dan wajib mengganti jika harta itu rusak atau
hilang. Sebaliknya jika rusak sebelum mampu mengeluarkannya, maka ia tidak
diwajibkan  mengganti  kecuali  jika  ia  sendiri  yang  merusakkan.  Ia  wajib
mengeluarkan  zakat  selain  cukup  haul  dan  nishab,  juga  memenuhi  tiga  buah
syarat:




1. Hartanya itu dekat tidak jauh .
2. Ada orang yang menerimanya, atau yang mengumpulkannya.
3. Ia tidak diganggu sesuatu urusan lain yang penting, yang tidak boleh ia
tinggalkan.”2
Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua.  Pertama, Zakat Mal
(harta): emas, perak, bintang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan
barang  perniagaan.  Kedua,  Zakat  Nafs,  zakat  jiwa  yang  biasa  disebut  juga
“Zakatul  Fitrah.”  (zakat  yang  diberikan  berkenaan  dengan  selesainya
mengerjakan shiyam (puasa) yang (difardhukan).
Harta-harta  lahir  yang  wajib  zakati  ialah,  tumbuh-tumbuhan  dan  buah-
buahan.  Hata-harta  batin  yang  tersembunyi  ialah  emas,  perak  dan  barang
perniagaan. Kesepakatan tentang wajib zakat dari harta tersebut ialah:
1. Barang logam adalah emas dan perak.
2. Tumbuh-tumbuhan adalah korma.
3. Biji-bijian adalah gandum dan sya’ir.
4. Binatang adalah unta, lembu, kerbau kambing, biri-biri yang semuanya
mencari makanan sendiri dan tidak dipekerjakan.3
b. Infak
Infak berasal dari kata anfaqa  yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta)
untuk kepentingan umum.4 Dalam terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan
2M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat,  (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 
2009) h, 41
3M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat,  (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2009) h, 65
4Al-Mujam al-Wasith, Juz II, h. 942. Dikutip dalam buku Rahmawati Muin, Manajmen 
Zakat, h, 4 
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sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.
Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang pendapatannya besar
maupun  kecul,  baik  disaat  lapang  maupun  sempit,  dan  tidak  ditentukan
mustahiqnya.
c. Pengertian Sedekah
Kata  sedekah  yang  dikenal  dalam  bahasa  Indonesia  berasal  dari  kata
shadaqa  atau  sidqun  yang berarti  benar. Orang yang sering bersedekah adalah
orang yang benar pengakuan keimanannya.
Dalam banyak hal pengertian sedekah sama dengan infaq, namun terdapat
perbedaan.  Salah  satu  perbedaan  yang  dapat  dikemukakan  yaitu,  kalau  infaq
dikhususkan pada sifatnya yang materi saja, sedangkan sedekah mencakup materi
(harta)  dan non materi,  sperti  senyum,  mengambil  duri  di  jalan  adalah  mausk
kategori sadaqah.
2. Kedudukan Zakat dalam Islam
Zakat adalah rukun islam yang terpenting setelah syahadat dan shalat, serta
merupakan  pilar  berdirinya  bangunan  islam.  Allah  Ta’ala  telah  menetapkan
hukumnya wajib, baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta
ijma’ dari ummatnya.
Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua
hijrah Nabi SAW. Kewajiban terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat
fitrah. Zakat mulai diwajibkan di madinah karena masyarakat Islam sudah mulai
terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk pembinaan masyarakat muslim,
yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang
berzakat  yang patut  masuk dalam barisan kaum beriman.  Ketika ummat Islam
masih berada di Mekkah, allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Quran tentang
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pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq,
yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan.
Dalam hadis Rasulullah SAW, mengatakan:
َا ذذاذَعمم  مَثَعَب مملسو مهيلع ملا  مىلص ميي ببنيلنَا  مني َأ م) م:اذَمهم ننَع مليم َا  مَيضب َر مسس اذبيَع منب بنا ب منب َع
( منب َمَيلننَا  مىَلنإب مهنع ملا  ميضر ممنهب ين َلَع مَضَرَتفن ا ب مدبَق مليَ َا  مني َأ م) م:هب يفبَو م, َثيثدبَحلننَا  مَرَكَذَف م
( ممنهب ئبا َرَقفم مي مفب  مددَرتمَف م, منهب ئباذَينبغن َأ منن مب  مذمَخؤن تم م, منهب لنبا َومن َأ ميفب مةذ َقَدَص م, هب ين َلَع مقق َفتيمم  م
 مب يي رب اذَخبملنلنب مظم فن ليلنا َو
Artinya:
Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus
Mu'adz  ke  negeri  Yaman  --ia  meneruskan hadits  itu--  dan  didalamnya  (beliau
bersabda):  "Sesungguhnya  Allah  telah  mewajibkan  mereka  zakat  dari  harta
mereka  yang  diambil  dari  orang-orang  kaya  di  antara  mereka  dan  dibagikan
kepada  orang-orang  fakir  di  antara  mereka."  Muttafaq  Alaihi  dan  lafadznya
menurut Bukhari.5
Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan
bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah Rabbaniyah
terakhir  yang  abadi.  Hal  ini  terlihat,  dari  perhatian  Islam  yang  sangat  besar
berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum miskin tanpa
didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian
Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat  sesaat tapi prinsipil.  Maka, tidaklah
mengherankan kalau zakat yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir
miskin dalam harta umat dan negara merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah
satu tiang dan syiarnya yang agung.
3. Hikmah Zakat
5Drs. Moh. Machfuddin Aladip, Bulughul Mahram, (PT Karya Toha Putra, Semarang) h,
278
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Zakat  memiliki  hikmah  yang  besar,  baik  bagi  orang  yang
mengeluarkannya, orang yang menerima zakat, maupun masyarakat secara umum.
Adapun hikmah dari zakat tersebut ialah:
a. Membersihkan Diri dan Mensucikan Harta
Dalam harta kita ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Jika tidak
dikeluarkan,  ia  akan menjadi  seperti  virus yang akan menggerogoti  harta  kita.
Sama halnya dengan perangkat komputer yang terdapat virus di dalamnya, harus
segera dibersihkan. Kalau tidak, akan mengacaukan semua file, data dan program
yang ada di dalam komputer.
Demikian pula dengan harta kita, jika tidak segera dibayar zakatnya, akan
menjadi virus yang menggerogoti harta kita. Dengan membayar zakat, berarti kita
mensucikan harta dari hak orang lain yang memang semestinya harus diberikan.
b. Membuat Hati Menjadi Tenang
Dengan berzakat kita akan merasakan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa
timbul karena telah melaksanakan perintah Allah dan buah dari orang-orang yang
menerimanya (mustahiq), sebagaimana dalam Al Quran surah At-Taubah, 103:
   
 
    
    
     
Terjemahannya:
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu
membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu  (menjadi)  ketenteraman jiwa bagi  mereka.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
Tafsir  dari  ayat  tersbut  menjelaskan salah  satu cara  pengampunan dosa
atau amal buruk yang dihapus dengan beramal saleh. Di sini Nabi saw. diperintah
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(demikian juga para penguasa) bahwa: ”Ambilla atas nama Allah SWT.  sebagian
saja dari harta mereka sebagai zakat. Apa yang engkau ambil itu membersihkan
jiwa  mereka  dan  mengembangkannya.”  Lalu,  Nabi  saw.  (dan  siapa  yang
menerima  zakat/sedekah)  diperintahkan  untuk  memohonkan  keselamatan  dan
kesejahteraan jiwa bagi mereka. Karena itu, lanjut ayat ini: “sesungguhnya doamu
menjadi ketentraman jiwa bagi mereka,” dan sampaikanlah kepada mereka bahwa
Allah AWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.6
Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam hadis  Rasulullah  saw, yang  menjelaskan
bahwasanya  barang  siapa  yang  menerima  zakat  hendaknya  mengucapkan
shalawat   sebagaimana  yang  pernah  diriwayatkan  oleh  Abdullah  Ibnu  Aufah
sebagai berikut:
لا  مىلص مليب َا  ملموسم َر مَناذَك م) م:َلاذَق مهنع ملا  ميضر مىَفون َأ ميببَأ منب بن مليب َا  مدببنَع منن َعَو
( م" منهب ين َلَع مللَص مميهم ليلنَا "  م:َلاذَق ممنهب تبَقَدَصبب ممقون َق مهم اذَتَأ ما َذإب مملسو مهيلع مهب ين َلَع مقق َفتيمم  م
Artinya:
Dari  Abdullah  Ibnu  Aufa  bahwa  biasanya  bila  suatu  kaum  datang
membawa zakat kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, beliau
berdoa: "Ya Allah, berilah rahmat atas mereka." Muttafaq Alaihi7
Ketenangan jiwa akan membuat kita merasa nyaman dan damai menjalani
hidup.  Kita  juga  senantiasa  akan  bersemangat  dalam beraktifitas  dan  bekerja.
Dengan  demikian,  kita  pun  akan  memperoleh  hasil  yang  terbaik  dari  setiap
pekerjaan yang dilakukan.
c. Membuat Harta Semakin Bertambah
Keuntungan  yang  diperoleh  dengan  membayar  zakat  adalah  harta  kita
semakin bertumbuh dan berkembang. Dengan mengeluarkan zakat berarti harta
6M. Quraish Shihab, Al-lubab (Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-
Quran), (Cet. I; Tengerang; Lentera Hati; 2012), h. 588
7Ibnu Hajar Al Asqolany, Bulughul Mahram, Daurul Bairut, h, 235
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kita menjadi bersih dan suci. Ibarat sebuah tanaman yang bersih dari penyakit, ia
akan tumbuh subur  dan menghasilkan  buah yang lebat.  Demikian  pula halnya
dengan zakat. Dengan membayar zakat berarti harta kita dari segala macam virus
dan penyakit. Harta yang bersih ini akan tumbuh subur dan menghasilkan yang
semakin berlimpah.
Membayar zakat merupakan bukti syukur kepada Allah atas nikmat harta
yang  dikaruniakan  kepada  kita.  Jika  kita  bersyukur,  maka  Allah  akan
menambahkan  nikmatnya  kepada  kita.  Ini  adalah  garansi  sebagaimana  yang
tertera dalam Al-Quran surah Ibrahim, 7:
   
  
   
    
Terjemahnya:
“Dan  (ingatlah  juga),  tatkala  Tuhanmu  memaklumkan;
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka
Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".
d. Sebagai Tabungan Pahala Di Akhirat
Setiap  kebaikan akan dibalas  dengan  kebaikan.  Bahkan dibalas  dengan
berlipat ganda sebanyak sepuluh kali  lipat. Membayar zakat adalah merupakan
amal yang mendatangkan pahala yang besar. Pahala yang akan menjadi tabungan
kita di akhirat kelak. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ar-Rum Ayat 9:
   
   
    




   
   
  
   
Terjemahnya:
“Dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi
dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-
orang  sebelum  mereka?  orang-orang  itu  adalah  lebihkuat  dari
mereka  (sendiri)  dan  telah  mengolah  bumi  (tanah)  serta
memakmurkannya  lebih  banyak  dari  apa  yang  telah  mereka
makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka
dengan membawa bukti-bukti  yang nyata.  Maka Allah  sekali-kali
tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi  merekalah yang
Berlaku zalim kepada diri sendiri.”
Adapun hikmah yang terkandung bagi yang menerimana adalah sebagai
berikut:
a. Membantu Meringankan Beban Hidup
Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah keberadaan saudara-saudara
kita yang tidak mampu. Mereka tentu harus mendapat perhatian, terlebih mereka
yang memasuki usia senja. Bantuan berupa dana zakat sangat berarti bagi mereka.
Sebab, mereka berhak mendapatkan penghidupan yang layak.
Zakat  dapat  membantu  orang-orang  yang  sedang  dihimpit  kesusahan
hidup,  menolong  orang-orang  yang  sedang  dalam  perantauan,  pengungsian,
maupun utang bagi orang-orang yang berhutang.
b. Membantu Mustahik Untuk Bisa Mandiri
Banyak  saudara  kita  yang  tidak  mampu,  tetapi  sebenarnya  mereka
memiliki potensi yang bisa dikembangkan, namun karena tidak ada media atau
pihak yang membinanya maka potensi mereka terpendam.
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Dalam hal ini, dana zakat bisa dialokasikan unuk progran pembinaan dan
biaya  produktif  bagi  orang-orang  yang  tidak  mampu  tetapi  memiliki  potensi.
Setelah  mengikuti  program  pembinaan  dan  diberi  bantuan  mdal,  diharapkan
mereka bisa mandiri, bahkan dimasa mendatang bisa menjadi muzakki.
c. Memperkuat Keimanan Mustahik
Orang  yang  tengah  terhimpit  kesulitan  hidup  biasanya  cukup  renta
melakukan tindakan yang melanggar  ajaran  agama.  Kadang tak jarang sampai
penggadaian agama.
Dengan adanya zakat, orang-orang yang tidak mampu akan tercegah dari
tindakan yang melanggar ajaran agama. Hati mereka akan menjadi tenang karena
islam memperhitakn nasib mereka akan tetap terjaga.
Adapun  hikmah  zakat  bagi  masyarakat  secara  umum  adalah  sebagai
berikut:
a. Menciptakan  Hubungan  Yang  harmonis  Antara  Orang  Yang  Mampu  dan
Tidak Mampu
Zakat menjembatani antara orang yang mampu dengan orang yang kurang
mampu. Seringkali persoalan dalam masyarakat terjadi karena faktor kurang dan
lebih. Faktor ini jika tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan kecemburuan
sosial.
Zakat mampu mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan menciptakan
hubungan yang harmonis antara mereka yang mampu dengan mereka yang tidak
mampu. Orang yang tidak mampu merasa mendapat perhatian dari mereka yang
mampu.
b. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi
Zakat  adalah sistem distribusi ekonomi yang paripurna.  Dengan adanya
zakat, maka harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi bisa lebih
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merata. Perputaran uang tidak hanya pada satu kelompk tetapi merata berbagai
lapisan masyarakat.  Hal  ini  memberikan pengaruh yang besar  bagi  terciptanya
sistem perekonomian yang sehat dan berkeadilan.
c. Memperluas Dakwah Islam
Dengan adanya zakat, cakupan dakwah islam dapat diperluas. Tidak hanya
berkutat pada masalah keagamaan, tetapi juga bisa melakukan penetrasi berbagai
sendi kehidupan.
Dengan  dana  zakat  bisa  didirikan  lembaga-lembaga  keuangan  syariah
untuk membangkitkan perekonomian umat, membangun sarana pendidikan untuk
umat maupun sarana kesehatan bagi mereka yang tidak mampu.
B. Zakat Dalam Perspektif Sosial Ekonomi
Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan
dari  golongan  kaya  kepada  golongan  tidak  punya.  Transfer  kekayaan  berarti
transfer  sumber-sumber  ekonomi.  Tindakan  ini  tentu  akan  mengakibatkan
perubahan  tertentu  yang  bersifat  ekonomis.  Misalnya  saja,  seseorang  yang
menerima zakat  bisa mempergunakannya  untuk berkonsumsi  atau  berproduksi.
Dengan  demikian,  zakat  walaupun  pada  dasarnya  merupakan  ibadah  kepada
Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.
Sehubungan dengan argumen di atas, Rahardjo menyatakan bahwa dengan
mempergunakan  pendekatan  ekonomi,  zakat  bisa  berkembang  menjadi  konsep
muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus
melaksanakan  kehidupan  bermasyarakat,  termasuk  di  dalamnya  dalam  bentuk
ekonomi.8 Karena  itu,  ada  dua  konsep  yang  selalu  dikemukakan  dalam
8Muhammad dan Ridwan Mas’ud, Zakat dan Kemiskinan (Instrumen pemberdayaan 
ekonomi ummat), (Yogyakarta, UII Pres Yogyakarta, 2005) h, 41
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pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu
pelarangan riba dan perintah membayar zakat.
Pelaksanaan riba telah terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain
halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, dan juga akan menambah
produktifitas  masyarakat  sehingga  meningkatkan  lapangan  kerja  sekaligus
meningkatkan pula tabungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan
secara  tandas  oleh  Keynes,  bahwa  tabungan  masyarakat  tergantung  pada
employment.9
Hal ini benar, karena dewasa ini, zakat sangat menonjol dalam pemikiran
etis  yang  dihubungkan  dengan  masalah-masalah  sosial  ekonomi.  Besarnya
peranan  zakat  dalam  perkembangan  struktur  sosial  ekonomi,  Allah  SWT
mengingatkan,  bahwa yang  lalai  melaksanakan  kewajiban  mengeluarkan  zakat
akan mendapat azab yang pedih (QS. At-Taubah ayat 34-35). Untuk balasan di
dunia,  dia  akan  memakan  harta  yang  tidak  bersih  sehingga  menimbulkan
penyakit.  Kita  bisa menyaksikan sendiri  fenomena yang terjadi  di  masyarakat,
yaitu  salah  satu  penyakit  harta  adalah  adanya  kebencian  dari  kalangan  orang
miskin kepada orang kaya. Oleh karenanya, ketika terjadi kerusuhan, maka orang-
orang  kaya  selalu  menjadi  sasaran  orang  miskin.  Dampak  tersebut  jelas
menimbulkan  gejolak  sosial  yang  merugikan  si  orang  kaya  itu  sendiri  akibat
enggan mengeluarkan zakat.  Sehingga dari  alasan ini  dapat ditarik kesimpulan
bahwa berzakat tidak semata-mata diartikan sebagai manifestasi keimanan kepada
Allah dan manfaatnya tertuju kepada diri sendiri berupa pahala, melainkan juga
dipikirkan  dan  dirasakan  secara  etis,  yaitu  dilihat  dari  sudut  pandang
kemanusiaan. Oleh karena itu, kaum muslimin menjadi peka terhadap lingkungan
9Rahardjo, 1998. Dikutip dari Muhammad dan Ridwan Masud, Zakat dan 
Kemiskinan (Yogyakarta: UII Pres, Yogyakarta, 2005) h, 43
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sosialnya,  sehingga bisa melihat adanya lapisan masyarakat miskin yang harus
mendapatkan perhatian dari golongan kaya. Kemudian, menimbulkan pemikiran
rasional yang lebih teknis, yaitu menghubungkan masalah zakat dengan masalah
realokasi sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, zakat apabila ditinjau dari
pendekatan etis dan pemikiran rasional-ekonomis, adalah sebagai kebijaksanaan
ekonomi yang dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak
sosial yang diharapkan ini dapat tercapai secara maksimal. Lebih jauh dari itu,
bahwa kekuatan suatu komonitas terletak pada distribusi kekayaan yang adil. Jika
terdapat  beberapa orang menjadi  sangat  kaya,  sementara sebagian besar masih
tetap  miskin,  maka  komunitas  itu  akan  sangat  lemah.  Sehingga  akan  mudah
dihancurkan oleh pihak lain (musuh Islam).
C. Zakat Sebagai Keuangan Untuk Jaminan Sosial
Tidak satupun sistem ekonomi sekarang ini yang menolak adanya campur
tangan negara. Sistem ekonomi kapitalisme pun sejak 1930-an setelah terancam
kabangkrutan  telah  secara  terbuka  mengakui  perlunya  campur  tangan  negara.
Dalam  sistem  ekonomi  Islam,  zakat  merupakan  sumber  penerimaan  negara
terbesar pada awal sejarah islam. Dibanding dengan sumber penerimaan negara
lainnya,  misalnya  ghanimah,  jizyah,  fai,  dan  kharaj,  zakat  menempati  urutan
pertama.  Karena  itu  tidak  mengherankan jika  kemudian  berkembang  pendapat
yang mengatakan bahwa dalam masa  modern  ini  zakat  dapat  dijadikan tulang
punggung ekonomi Islam. 
Zakat  dapat  membantu  mempercepat  pertumbuhan ekonmi,  mengurangi
kemiskinan  dan  ketimpangan,  sekaligus  berfungsi  sebagai  alat  stabilisasi
ekonomi. Bahkan muncul pikiran tentang tidak bolehnya ada perubahan aturan
formal terhadap zakat khususnya yang berkaitan dengan persoalan pembagiannya.
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Dari aspek pembelanjaan negara pada dasarnya pengeluarn negara dapat
digolongkan  untuk  dua  jenis  kebutuhan  yang  lebih  berorientasi  untuk
pembangunan.  Ekonomi  Islam  pada  dasarnya  juga  mengenal  dua  jenis
pembelanjaan itu, sekalipun dalam sejarah awal Islam jenis kebutuhan pertama
hampir  tidak  dikenal,  justru  dikenal  baru  ketika  negara-negara  Islam  telah
berkembang cukup pesat.
Namun,  demikian  karena  ekonomi  Islam  mengenal  salah  satu  sumber
pendapatan yang unik yakni zakat, yang memiliki aturan yang jelas dari syariah
dan sudah pasti, maka cara penganggaran agak sedikit berbeda. Sumber dana yang
berasal  dari  zakat  digunakan  sepenuhnya  untuk  kepentingan  digunakan
sepenuhnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,  sementara itu,  semua
jenis  anggaran  umum  (general  budget)  dapat  digunakan  untuk  pembiayaan
pembelanjaan rutin dan pembangunan.
D. Zakat dan Pajak
1. Persamaan zakat dan pajak
Kini  banyak  berkembang  pendapat  dikalangan  masyarakat  tentang
persamaan  dan  perbedaan  antara  zakat  dan  pajak.  Sebagian  mempersamakan
secara  mutlak,  yaitu  sama dalam status  hukumnya,  tata  cara  pengambilannya,
maupun  pemanfaatanya.  Sebagian  lagi  lagi  membedakannya  secara  mutlak,
berbeda  dalam  pengertian,  tujuan,  tata  cara  pengambilannya,  sekaligus
penggunaanya.  Ada  pula  yang  melihat  bahwa  pada  sisi  tertentu  terdapat
persamaan antara keduanya,  sedangkan pada sisi  lain  adanya perbedaan antara
keduanya.10
10 Didin Hafiuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Cet.1; Jakarta; Gema 
Insani Press, 2002) h, 51-56.
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Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak,11 sebagaimana
diungkapkan Didin Hafiuddin antara lain:
a. Unsur Paksaan
Seorang muslim yang memiliki harta telah memenuhi persyaratan zakat,
jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para
petugas zakat wajib memaksakannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam
Q.S At-Taubah (9): 103.
   
 
    
    
     
Terjemahnya:
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
Dalam  sebuah  riwayat  Abu  Daud  dikemukakan  bahwa  ketika  banyak
orang yang mengingkari kewajiban zakat, di zaman Abu Bakar As-Syiddiq, beliau
berkata:
Demi  Allah,  saya akan  memerangi  orang yang memisahkan kewajiban
sholat  dan  kewajiban  zakat.  Sesungguhnya  zakat  itu  hak  yang  terkait
dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak mengeluarkan zakat unta
yang  biasa  mereka  tunaikan  kepada  Rasulullah,  pasti  aku  akan
memeranginya, karena penolakan tersebut.12
11  Didin Hafiuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Cet.1; Jakarta; Gema 
Insani Press, 2002) h, 51-56.
12Pernyataan Abu Bakar dukutip dari Didin Hafiuddin kandungan isinya dapat 
ditemukan dalam banyak literatur khususnya yang membahas sejarah Khulafa 
al-Rasyidin dikutip dari Sudirman MA, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, 
(Malang, UIN Pres Malang, 2007) h, 110
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Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak,
dapat  dikenakan  tindakan  paksa  padanya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak
langsung,  jika  wajib  pajak  melalaikan  kewajibannya.  Tindakan  paksa  tersebut
dilakukan secara bertingkat mulai dari peringkatan, teguran, surat paksa, sampai
dengan penyitaan.
b. Unsur Pengelola
Atas pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah swt yang terdapat
dalam Al Quran surah At-Taubah (9): 60 yang berbunyi:
   
 
 
   
   
   
     
   
Terjemahnya:
“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin,  pengurus-penguris  zakat,  para  muallaf  yang  dibujuk  hatinya,
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan
allah  dan  orang-orang  yang  sedang  dalam  perjalanan,  sabagai  suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah; dan allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.”
Berdasarkan ayat  tersebut,  dapat  diketahui  bahwasanya  pengelola  zakat
bukan  semata-mata  dilakukan  secara  individual,  dari  muzakki  diserahkan
langsung  kepada  mustahiq,  akan  tetapi  dilakukan  oleh  sebuah  lembaga  yang
khusus  menangani  zakat,  yang  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang  disebut
dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi
kepada  masyarakat,  melakukan  penagihan  dan  pengambilan,  serta
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mendistribusikan secara tepat dan benar. Dalam bab III Undang-undang Republik
Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dikemukakan bahwa
organisasi  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  ada  dua  mazam yaitu,  Badan  Amil
Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Di samping berkaitan dengan perintah Al-Quran, pengelolaan zakat oleh
amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan.
c. Unsur Tujuan
Zakat  bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan,  keamanan dan ketentraman.
Demikian juga pajak, bebrapa tujuan relatif sama dengan teujuan tersebut di atas,
terutama  dalam  hal  pembiayaan  pembangunan  negara  untuk  menciptakan
kesejahteraan  masyarakat  banyak.  Sementara  itu,  Sjechul  Permono
mengemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dan pajak, yaitu adil
makmur  yang  merata  dan  berkesinambungan  antara  kebutuhan  material  dan
spiritual.13
2. Perbedaan zakat dan pajak
Terdapat  beberapa  perbedaan  antara  zakat  dan  pajak  adalah  sebagai
berikut:
a. Dari segi istilah, zakat mengandung ari suci, tambah, dan berkah. Orang yang
mengeluarkan zakat akan memiliki jiwa yang suci dan bersih dari sifat kikir
dan tamak. Hartanya pun menjadi bersih karena telah dibebaskan dari hak
orang  lain.  Zakat  secara  lahir  memang mengandung banyak  harta,  namun
dalam  pandangan  Allah,  zakat  dapat  menjadikan  harta  tumbuha  dan
bertambah. Sedangkan pajak dalam bahasa Arab disebut  al-dharibah,  yang
13Didin Hafiuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani 
Pers) h, 55 
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artinya utang, pajak tanah wajib dilunasi. Dari sini kesan makna pajak adalah
sesuatu yang berat sebagai beban yang dipaksakan.
b. Zakat  adalah  ibadah  yang  diwajibkan  kepada  umat  sebagai  tanda  syukur
kepada  Allah  dan  mendekatkan  diri  kepadanya.  Sedangkan  pajak  adalah
kewajiban atas warga negara, baik muslim maupun non-muslim, yang tidak
dikaitkan dengan ibadah. Zakat harus diniatkan saat mengeluarkan sedangkan
pajak tidak diniscayakan.
c. Ketentuan zakat berasal dari Allah dan rasul-Nya, baik masalah nishab, kadar,
atau penyalurannya, sedangkan pajak bergantung dari kebijakan pemerintah.
d. Zakat adalah kewajiban yang permanen tak akan berubah selama-lamnya, tak
terhapus  oleh  siapapun  dan  kapan  pun.  Berbeda  dengan  itu,  pajak  bisa
berkurang, bertambah, atau bahkan dihapus sesuai kebijakan sang penguasa.
e. Pos  penyaluran  zakat  tak  akan  lebih  dari  delapan  golongan  seperti  yang
dijelaskan  dalam surat  at-Taubah  (9):  60,  sedangkan  pajak  penyalurannya
lebih luas sesuai dengan kebutuhan suatu negara.
f. Maksud dan tujuan zakat mengandung pembinaan spiritual dan moral yang
tinggi ketimbang pajak, di samping kesadara, para wajib zakat mengemban
perintah Allah, sedangkan wajib pajak selain kesadaran mereka mengemban
perintah  penguasa.  Biasanya  kepatuhan  kepada  perintah  Allah  berbeda
dengan  kepatuhan  kepada  penguasa,  yang  mana  perasaan  bersalah  jika
melanggar juga tidak sama. Di sini  zakat sebagai pembangkit  sisi spiritual
dan moral dapa dicermati.
3. Zakat dalam yurisdiksi pajak penghasilan
Secara  umum  alasan  dicantumkannya  zakat  dalam  yurisdiksi  Pajak
Penghasilan  (PPh)  adalah  agar  selaras  dengan  ketentuan  yang  sudah  berlaku
dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat.
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Menilik fakta yang berlaku di Malaysia, zakat  dapat menjadi pengurang
atas pajak penghasilan alasannya adalah untuk menyelamatkan umat Islam dari
posisi yang kurang menyenangkan, untuk tidak menyebut ketidakadilan, karena
mereka harus membayar dua kewajiban sekaligus atas obyek yang sama. Dengan
demikian,  kewajiban yang menjadi  tanggungan orang muslim dan non-muslim
menjadi  sama,  yakni  pajak yang terutang,  hanya saja pembayaran wajib pajak
bagi orang muslim tidak seluruhnya dibayar dalam bentuk pajak, karena sebagian
sudah  dilarikan  dalam  bentuk  zakat,  sedang  mereka  yang  non-muslim  harus
melunasi pajak secara keseluruhan.
4. Posisi zakat dalam Undang-undang Pajak Penghasilan
Sidang  DPR  yang  membahas  rancangan  Undang-Undang  Pajak
Penghasilan tahun 2000 (RUU PPh 2000) mengalami perdebatan hangat saat akan
memasukkan  unsur  zakat  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan.  Hal  ini
disebabkan karena zakat diharapkan dapat mengurangi  pajak penghasilan yang
harus dibayar wajib pajak. Akhirnya sidang pun memutuskan untuk mengesahkan
Undang-undang tersebut yang mulai berlaku efektif mulai tahun pajak 2001.14
Lahirnya Undang-Undang ini paling tidak telah memberikan angin bagi
umat  Islam Indonesia  yang  mayoritas  agar  tidak  dikenai  dua  kewajiban  yang
cukup memberatkan. Sedikit ada nuansa diskriminasi tertutama kepada pemeluk
agama lain, namun dari sini diharapkan akan terjadi relasi-sinergi antara zakat dan
pajak,  sehingga  aka  mendorong  masyarakat  untuk  membayar  zakat  dan  pajak
dengan penuh keihklasan.
Lebih jauh masalah ini, dapat kita renungi bunyi pasal 4 ayat 3 huruf a UU
PPh  2000:  Yang  tidak  termasuk  sebagai  obyek  Pajak  (penghasilan)  adalah
14 Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas(Malang: UIN Pres Malang, 
2007) h, 123.
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bantuan atau sumbangan termasuk zakat  yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para
penerima zakat yang berhak”. Pengertian zakat diatas mengacu kepada Undang-
Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu pasal 14 ayat (3).
Kemudian, sebagai penopangnya, dapat kita tilik pasal 9 ayat 1 huruf g UU
PPh 2000:  “Untuk  menentukan besarnya penghasilan  Kena Pajak  bagi  wajib
pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangi; harta yang
dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan kewarisan sebagaimana dimaksudkan
dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang
nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam
dan  atau  wajib  Pajak  badan  amil  zakat  yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh
Pemerintah.” Pasal  ini  dijelaskan  lebih  rinci  “...zakat  atas  penghasilan  boleh
dikurangkan  dari  Penghasilan  Kena  Pajak.  Zakat  atas  penghasilan  yang  dapat
dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi
pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri  yang dimiliki
oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagamana diatur dalam Undang-undang
No. 38 tahu 1999 tentang Pengeloaan Zakat,  dan sepanjang berkenaan dengan
penghasilan  yang  menjadi  obyek  pajak  dapat  dikurangkan  dalam  menghitung
besarnya penghasilan kena pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.
Dari kedua zakat tersebut di  atas,  perlakuan pajak bagi yang menerima
zakat dan sekaligus bagi yang membayar zakat, yaitu:
a. Bagi  yang  menerima  zakat  bukan  merupakan  obyek  pajak  penghasilan.
Penghasilan berupa zakat yang diterima oleh badan/lembaga amil zakat yang
disahkan  diterima  olah  pemerintah  dan para  penerima  zakat  lainnya  tidak
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dikenakan pajak penghasilan atau dalam istilah perpajak disebut non taxable
income.
b. Bagi  yang  membayar  zakat  bukan  merupakan  biaya  (penguranag  pajak),
kecuali  zakat yang penghasilan yang dibayar ke badan/lembaga amil zakat
yang  disahkan  pemerintah  atau  dalam  istilah  perpajakan  disebut  non
deductible expense.
Dengan  prinsip  non  taxable  income-non  deductable  expense  ini,
sebenarnya tidak ada penghasilan yang tidak kena pajak, hanya saja pembebanan
pajaknya  dialihkan  dari  pihak  yang  menerima  penghasilan  ke  pihak  yang
membayar.  Dalam  kasus  zakat,  maka  pajak  dikenakan  kepada  pihak  yang
membayar zakat yaitu dengan tidak diakuinya biaya (pemabayaran) zakat sebagai
pengurang pajak.
Dalam  UU  PPh  2000  ternyata  tidak  sepenuhnya  menganut  prinsip
pengenaan  pajak  non  taxable  income-non  deductable  expense,  yaitu  dengan
membuat  beberapa  perkecualian  di  antaranya  adalah  pengecualian  atas
pembayaran zakat yang berkenaan dengan penghasilan (selanjutnya dibaca zakat
pengahasilan),  dimana  atas  zakat  penghasilan  ini  dapat  diakui  sebagai
pengurangan  pajak  bagi  pihak  yang  membayar  zakat  penghasilan  dan  tidak
dikenakan pajak bagi pihak yang menerima zakat pengahasilan .
Mengapa pemerintah hanya membuat perkecualian atas zakat penghasilan
saja  dan  tidak  berlaku  bagi  jenis  penghasilan  lainnya?  Hal  ini  terkait  dengan
perhitungan  pajak  pengahasilan  itu  sendiri,  dimana  hanya  pembayaran  atau
pengeluaran  yang  berhubungan  dengan  usaha  mendapatkan,  menagih,  dan
memelihara  penghasilan  kena  pajak  yang  diakui  sebagai  pengurang  pajak.
Sedangkan  zakat  harta/mal  yang  lain  atau  zakat  fitrah  tidak  terkait  dengan
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penghasilan, melainkan terkait dengan kekayaan atau harta yang dimiliki seorang
muslim.
5. Problema zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Setelah tahun 1968,umat Islam Indonesia telah berjuang untuk membentuk
lembaga yang berkecimpung di bidang zakat. Keinginan tersebut terjawab sudah
dengan lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, meskipun juga
belum  memuaska  semua  pihak,  namun  paling  tidak  dengan  adanya  Undang-
undang tersebut usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui jalur zakat
mulai terkuak.
Dengan adanya Undang-undang tersebut, dana yang dikumpulkan berupa
ZIS dapat dikelola lebih efektif dan efisien melalui lembaga khusus yang telah
disyahkan pemerintah, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat
(LAZ).  BAZ merupakan lembaga pengumpul zakat  yang dibentuk pemerintah,
sedangkan LAZ lebih sebagi  lembaga pengumpul zakat  yang pembentukannya
diprakarsai  oleh  masyarakat.  BAZ  yang  mempunyai  wilayah  kerja  nasional
disebut BAZNAS. BAZNAS adalah institusi yang punya posisi yang kuat karena
di  samping  disebut  dalam  Undang-undang  Pengelolaan  Zakat,  juga
pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 8 tahun
2001. Sangat jarang institusi yang bercorak agama (Islam) berdiri dengan tonggak
Undang-undang yang dikuatkan dengan Kepres. Yang banyak terjadi selama ini
adalah institusi yang dibentuk melalui Keputusan Menteri (Kepmen).
Keberadaan  BAZNAS  yang  cukup  istimewa  mungkin  belum  cukup
dimanfaatkan secara optimal melihat gebyarnya yang kurang “merakyat”. Hal ini
dapat disadari karena usia BAZNAS sendiri masih sangat belia di samping sudah
berkembangnya lembaga pengumpul zakat lainyang sudah berakar di masyarakat.
Kesan kurang baik ditangkap oleh sebagian masyarakat tentang BAZNAS juga
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perlu diluruskan, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa BAZNAS mengambil
wilayah  garapan  lembaga  pengelola  zakat  yang  telah  muncul.  Anggapan  itu
berdasarkan  asumsi  bahwa  BAZNAS  merupakan  perpanjangan  tangan  dari
pemerintah  yang  ingin  meraup  dana  zakat  untuk  kepentingan  negara.  Contoh
konkritnya adalah adanya keharusan untuk mendapat nomor pokok wajib zakat
yang dikeluarkan BAZNAS. Untuk menjelaskan pemahaman yang memojokkan
ini,  perlu diklarifikasikan bahwa BAZ dan LAZ pada dasarnya memiliki tugas
yang sama, hanya payungnya saja yang berbeda. Mereka dapat beroperasi secara
mandiri  tanpa harus ada campur-tangan satu atas yang lain.  Struktur keduanya
juga sangat jelas, yakni berjenjang dari mulai nasionalis hingga kecamatan
Persoalan  adanya  kebijakan  bahwa  satu-satunya  lembaga  zakat  yang
berhak  mengeluarkan  Nomor  Pokok  Wajib  Zakat  (NPWZ)  adalah  BAZNAS
sangatlah  masuk  akal  karena  demi  tertib  administrasi  dan  juga  menghindari
penggunaan  nomor  seri  NPWZ  secara  ganda  melalui  Unit  Pengumpul  Zakat
(UPZ). Dengan penunjukkan sebuah lembaga yang bertanggung jawab tentang hal
itu,  sama kasusnya dengan pajak  yang hanya dirjen pajak yang mengeluarkan
NPWP melalui Kantor Pelayanan Pajaknya.
Hal-hal lain terkait dengan zakat dan pajak yang sering memicu persoalan
dapat dikelompokkan secara rinci sebagai berikut:
a. Pendirian LAZ (Lembaga Amil Zakat)
Pada  dasarnya  pendirian  LAZ bebas  asal  sesuai  dengan  prosedur  yang
berlaku.  Namun  kenyataan  bertumbuhkembangnya  LAZ  yang  cukup  subur,
menimbulkan rasa khawatir  akan adanya eksploitasi  zakat di  masyarakat tanpa
kendali,  hingga  memungkinkan  adanya  praktik  manipulasi  atau  korupsi  dan
penyalahgunaan zakat. Oleh karena itu, sangat wajar jika Menteri Agama akhirnya
menutup kemungkinan diizinkanya pendirian LAZ terhitung sejak tanggal 2 Juni
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2003.  Bagaimanapun,  keputusan  tersebut,  bersifat  final,  artinya  kemungkinan
untuk dibuktikan untuk dibukanya kembali  izin pendirian LAZ masih terbuka,
karena undang-undang pengelola zakat tidak memberikan batasan waktu tertentu
untuk hal itu asalkan memenuhi syarat, seperti tertera dalam pasal 22 Keputusan
Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 yang dijelaskan kembali dalam Keputusan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/291
tahun 2000, yaitu:
1) Akte  pendirian.
2) Data muzakki dan mustahiq.
3) Daftra susunan pengurus.
4) Rencana  program kerja  jangka  pendek,  jangka  menengah  dan  jangka
panjang.
5) Neraca atau posisi keuagan.
6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
Keputusan menteri untuk tidak memberikan izin pendirian LAZ hanyalah
bersifat  sementara,  karena  memang keputusan tersebut  tidak  dapat  menghapus
ketentuan  undang-undang  sebagaimana  tata  urutan  perundang-undangan
Indonesia.
b. Zakat Sebagai Pengurang Pajak
Ini merupakan perkembangan baru bagi dunia zakat dan pajak Indonesia.
Indonesia belum pernah menyinggung persoalan zakat dan pajak dalam konteks
zakat bisa mengurangi pajak, yang sementara ini berkembang adalah keharusan
bagi seorang muslim untukmembayar zakat dan juga pajak sebagai dua kewajiban
yang sama-sama harus ditaati. Zakat merupakan manifestasi pengabdian kepada
tuhan untuk kesejahteraan masyarakat, sedangkan pajak adalah bentuk kepatuhan
kepada pemerintah (ulil amri) yang tidak dhalim.
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Dalam pasal 14 ayat 3 Undang-undang Pengeloalaan Zakat dapat diketahui
bahwa zakat bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Bunyi pasal tersebut
adalah zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga zakat
dikurangkan  dari  laba/pendapatan  sisa  kena  pajak  dari  wajib  pajak  yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku15.
Pada saat itu pasal ini belum dapat dilaknsakan karena belum ada peraturan yang
mengatur. Maka pada saat sidang perubahan undang-undangan pajak penghasilan,
muncullah  pendapat  untuk  memasukkan  dasar  hukum  bagi  pasal  ini  dan
disepakati  pencantumannya pada pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang Pajak
Penghasilan nomor 17 tahun 2000 yang berbunyi:
Untuk  menentukan  besarnya  penghasilan  kena  pajak  bagi  wajib  pajak
dalam negeri  dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: g.  Harta
dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang
nyata-nyata  dibayarkan  oleh  ajib  pajak  orang  pribadi  pemeluk  agama
Islam dan atau wajib pajak badan amil zakat ata lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.16
Masalah yang pernah mengemuka adalah persoalaan bahasa yang ada pada
Undang-undang Pengelola Zakat dan Undang-undang Pajak Penghasilan tentang
“pendapatan”  dan “penghasilan”.  Memang bahasa  serig  kali  berimplikasi  pada
penafsiran undang-undang,  namun itu  dapat  dipahami  bahwa pendapatan  tidak
jauh berbeda maksudnya dan artinya, yakni sesuatu yang peroleh dari hasil kerja.
Undang-undang No. 38 tahun 2000 mengambil kata “pendapatan” dimungkinkan
karena beranggapan bahwa hukum pajak Indonesia masih menggunakan istilah
“pajak  pendapatan”  seperti  yang  terjadi  pada  tahun-tahun  sebelum
diberlakukannya  Undang-undang  No  7  tahun  1983  tentang  pajak  penghasilan.
Pemberlakuan  ini  dirasa  kurang  efektif  meskipun  telah  ditegaskan  dalam
15Republik Indonesia, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, bab IV, Pasal 14.
16Republik Indonesia, Undang-UndangPPh No.17 tahun 2000, bab, pasal 9
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keputusan dirjen pajak nomor KEP-163/PJ/2003 tertanggal 10 Juni 2003. Yang
menarik  dari  keputusan  tersebut  adalah  ketentuan  zakat  yang  diakui  sebagai
pengurang zakat adalah 2,5% saja untuk semua jenis harta kena zakat, walaupun
untuk pertanian sekali pun.
c. Pemberlakuan Bukti Setor Zakat.
Untuk  mengurangi  penghasilan  kena  pajak,  seorang  wajib  pajak  harus
menyertakan bukti setor zakat yang menunjukkan bahwa ia telah membayar zakat
kepada badan atau lembaga amil zakat yang sah. Lembaga yang ditunjuk oleh
Menteri Agama untuk mengeluarkan bukti setor zakat adalah Badan Amil Zakat
Nasional  (BAZNAS)  sesuai  dengan  nomor  MA/422/2002.  Sedangkan  dalam
keputusan dirjen pajak  nomor  163/PJ/2003 dijelaskan bahwa bukti  setor  zakat
dapat  diperoleh  dari  BAZ  atau  LAZ.  seharusnya  tidak  ada  kontroversi  jika
dipahami  bahwa  BAZNAS  hanyalah  pengontrol  nomor  pokok  wajib  zakat,
sedangkan teknis mendapat NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) itu bisa dari BAZ
maupun dari LAZ.
Melihat  perkembanga  yang  signifikan  dalam  dunia  perzakatan  di
Indonesia,  kiranya  sangat  tepat  jika  dibuat  lembaga  yang  menjadi  pusat
pengumpul zakat. Amru dari Forum Zakat (FOZ) mengatakan bahwa di Indonesia
ini ada dua lembaga yang berskala nasional yang menangani zakat yaitu, Badan
Amil Zakat Nasional dan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen
Agama. Kedua lembaga ini punya potensi untuk menjadi pusat lembaga pengelola
zakat Indonesia dengan begitu segala kebijakan tentang zakat akan dapat dikelola
oleh  satu  lembaga  yang  profesional  dan  tidak  tumpang-tindih.  Setelah  adanya
pusat LPZ, maka harus disepakati wewenang apa saja yang diemban dan peran
apa saja yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.
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Walaupun  BAZNAS  terkesan  “pemerintah”  dan  tidak  profesional  bagi
sebagian kalangan, ini merupakan tantangan kita untuk menunjukkan bahwa kita
tidak  kalah  dengan  Malaysia  yang  mempunyai  satu-satunya  Baitul  Mal
pemerintah dan telah mampu beroperasi dengan baik.
6. Pelaksanaan zakat sebagai pengurang PKP di Kota Malang
Kota Malang merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya
muslim.  Pemberlakuakan kebijakan pemerintah bahwa zakat  dapat  mengurangi
penghasilan kena pajak tahun 2002 rupanya belum mendapat respon positif dari
masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Erfaniah
Zuhria17 di  Kota  Malang  menunjukkan  bahwa  pembayaran  pajak  yang
menggunakan  haknya  untuk  mengurangkan  zakat  yang  dibayar  kepada
Penghasilan Kena Pajak ternyata semakin lama semakin menurun. Hal ini terbukti
dari data kantor Pelayanan Pajak Kota Malang yang menggambarkan penurunan
jumlah  wajib  pajak  yang  menggunakan  haknya,  zakat  sebagai  pengguna PKP.
Data tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Jumlah Pelaku Zakat Sebagai PKP
Tahun







17Penelitian ini berjudul “penerapan Zakat sebagai Pengurang Kena Pajak (PKP)
di Kota Malang” tahun 2006, yang disponsori Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan Universita Islam Negeri (UIN) Malang.
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Data di atas menunjukkan bahwa minat pembayar pajak di Malang untuk
menggunakan kesempatan zakat  sebagai  pengurang PKP sangat  minim. Lebih-
lebih tidak ada penambahan jumlah pembayaran pajak yang menyertakan bukti
setor zakat sebagai pengurang PKP. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kebijkan
pemerintah yang cukup lama ini belum direspon secra positif oleh masyarakat.
a. Pembayaran belum banyak yang mengetahui kebijakan tersebut
Asumsi  ini  muncul  karena  sesuai  dengan  informasi  Petugas  Penyuluh
Pajak Kota Malang, bahwa penyebaran informasi tentang kabijakan pemerintah
ini  tidak  dilakukan  secara  terus-menerus.  Alasan  yang  dikemukakan,  bahwa
sosialisasi  Undang-undang  ini  biasanya  dilakukan  tidak  lama  setelah  sebuah
Undang-undang disahkan. Terkait dengan kebijakan pemerintah tentang zakat bisa
menjadi pengurang PKP yang tertera dalam UU PPh No.17 tahun 2000, sosialisasi
baiasanya dilakukan pada tahun yang sama yakni tahun 2000 atau paling lambat
tahun 2001. Oleh sebab itu,  untuk tahun-tahun setelahnya,  tidak lagi  diadakan
penyuluhan kecuali jika dianggap penting.
b. Zakat Tidak Signifikan Sebagai Pengurang Penghasilan Pajak
Salah  satu  kendala  nyata  dari  kebijakan  pemerintah  yang  memberikan
kesempatan  bagi  umat  muslim mengurangi  penghasilan  kena  pajaknya  dengan
zakat adalah bahwa pengurangan atas pajak tidak terlalu signifikan, hanya rata-
rata di bawah satu persen dari pajak yang harus mereka bayar. Oleh sebab itu,
masyarakat enggan menggunakan kesempatan ini.
c. Prosedur Pembayaran Zakat Yang Bisa Mengurangi PKP Masih Rumit
Hal ini  yang tidak kalah pentingnya sebagai  penyebab tidak banyaknya
masyarakat merespon secara positif kebijakan ini adalah rumitnya prosedur yang
mereka  lalui.  Mereka  harus  ke  Badan Amil  Zakat  (BAZ) atau  Lembaga Amil
Zakat (LAZ) yang ditunjuk oleh pemerintah. Lembaga penerimaan zakat seperti di
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mesjid atau panitia-panitia lokal belum diakui sebagai bukti  pembayaran.  Oleh
karena itu, kesempatan ini sering dibiarkan begitu saja oleh masyarakat.
d. Banyaknya muslim yang membayar ke mustahiq langsung.
Problem penting  yang  sedang dihadapi  lembaga penerima  zakat  adalah
bahwa para muzakki lebih suka menyerahkan zakatnya kepada mustahiq secara
langsung.  Mereka  merasa  nyaman  melakukan  itu  karena  merasa  langsung
memberikan kepada yang berhak. Jika diserahkan kepada lembaga, mereka ragu
akan ketersalurannya. Bisa jadi, zakat yang harusnya diserahkan kepada mustahiq
akan digunakan oleh pihak zakat untuk kepentingan lain.
Berdasarkan  problem di  atas,  beberapa  solusi  dapat  ditawarkan,  antara
lain:
a. Perlunya sosialisai yang maksimal dari pihak pemerintah, dalam hal ini pajak
dan  badan  atau  lembaga  amil  zakat.  Mereka  adalah  motor  penggerak
pelaksanaan zakat sebagi pengurang penghasilan kena pajak. Dampak positif
dar kesadarn masyarakat menggunakan haknya ini adalah semakin banyaknya
wajib  pajak  yang  rutin  melaporkan  harta  kekayaanya.  Dengan  begitu,
pendapatan pajak akan meningkat pula.
b. Kalau mungkin revisi, zakat sebagai pengurang pengahsilan kena pajak dapat
dirubah menjadi zakat pengurang pajak. Hal ini akan efektif memacu muslim
untuk  membayar  zakatnya  ke  lembaga  yang  ditunjuk pemerintah.  Mereka
akan mendaftarkan diri ke lembaga tersebut da memperoleh Nomor Pokok
Wajib Zakat  (NPWZ).  Jika  mereka  telah  membayar  zakat,  maka pajaknya
dapat  dikurangi  jumlah  zakat  yang  mereka  bayarkan.  Dengan  melihat
keberhasilan  Malaysia,  kiranya  dapat  bekajar  dari  negara  tersebut  dalam
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pengelolaan zakat dan pajak. Hal ini sangat mungkin karena pajak dan zakat
akan ditangani oleh pemerintah secara langsung.
E. Pengelolaan Zakat
Pengelola zakat, itulah yang disebut amil zakat, yaitu orang-orang yang
dipercayakan  oleh  penguasa  untuk  bekerja  mengumpulkan  zakat  dan
mendistribusikannya  kepada  yang  berhak.  Tugasnya  menjaga  harta  zakat,
termasuk hewan ternak zakat, dan pegawai administrasi yang bekerja di kantor
amil zakat. Syarat amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa
untuk mengelola harta zakat secara profesnional.
Pengelola  zakat  biasa  juga  disebut  secara  khusus  akuntan  zakat  yaitu
seseorang  yang  memenuhi  kelayakan  baik  dari  segi  kelayakan  baik  dari  segi
kepribadian, intelektual maupun kinerjanya dalam proses penghitungan zakat dan
pembagiannya kepada yang berhak, dan melaporkan kepada pemerintah. Secara
khusus, syarat pengelolaan zakat adalah berpendidikan, mempunyai ilmu agama,
mengetahui  fikih  zakat,  memiliki  sifat  ikhlas,  jujur,  amanah  dan  menjaga
kemuliaan, maupun menghitung harta zakat.
Karena itu, tugas penting amil zakat adalah membuat database muzakki,
mustahiq,  menghitung  kadar (presentase)  zakat  masing-masing  muzakki,
mustahiq, membagi zakat sesuai pos hasil rapat kerja dan seterusnya.
Beberapa istilah wajib diketahui oleh pengelola zakat untuk memudahkan
perhitungan zakat yaitu:
1. Jenis harta yang memenuhi syarat untuk dizakati.
2. Tanggungan utang yang jatuh temponya dekat dan terdesak.
3. Tanggungan akibat musibah tiba-tiba.
40
4. Batas minimal harta yang dizakati.
5. Presentase harta yang dizakati.
6. Jumlah harta yang dinyatakan sebagai zakat setelah dihitung, rumusnya =
kurang, kali, tambah.
1. Sistem Manajmen Zakat
untuk  mengelola  zakat,  maka  sistemnya  melalui  tiga  jalur,  yaitu
pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pengembangan  zakat.  Pada  pengumpulan
zakat dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tugasnya menjemput zakat
dari  muzakki  kemudian distror kepada BAZ Kota.  Suatu saat mungkin dibuka
counter pada  bank-bank  untuk  memudahkan  pengumpulan  zakat.  Pada
pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib didistribusikan ke delapan asnhaf
dengan  mempreioritaskan  kebutuhan  konsumtif  dan  produktif.  pada
pengembangan  zakat  perlu  diperhatikan  pemberdayaan  ekonomi,  penanganan
masalah  sosial,  dan  pembinaan  moral.  Pada  pengawasan  diperlukan  agar
kepercayaan masyarakat kepada amil lebih baik.
Proses  pelaksaan  zakat  adalah  pendekatan  ibadah,  sama persisi  dengan
ibadah lainnya. Hanya ibadah zakat berkaitan dengan harta sehingga prosesnya
berhubungan  dengan  penerimaan  dan  pendistribusian  harta.  Prosesnya  melalui
beberapa langkah:
a. Harta yang dimiliki wajib dizakati, seperti uang, emas, dll.
b. Niat.  Niat  mengeluarkan  zakat  merupakan  syarat  sahnya  zakat.  Zakat
diserahkan  bersamaan  dengan  niat,  boleh  juga  niat  deluan  penyerahan
zakatnya menyusul. Dikiaskan kepada shalat dan puasa. Saat takbiratulihram
niat sholat dimulai sebelum puasa besoknya, malamnya sudah berniat. Ada
keluesan menetakpan keputusan.
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c. Ketika muzakki menyerahkan harta, amil mendoakan muzakki, lalu mencatat
dan membuat kwitansi rangkap tiga.
d. Selanjutnya, amil mendistribusikan zakat kepada musathik.
2. Langkah-langkah penghitungan zakat
Penghitungan  zakat  harta  dilakukan  sesuai  dengan  langkah-langkah
berikut:
a. Menetapkan  tanggal  waktu  tiba  pembayaran  zakat,  yaitu  tanggal  wajib
pembayaran  dan  penghitungan  zakat  sesuai  dengan  kondisi  harta  dan
muzakki,  kecuali  zakat  hasil  pertanian,  barang  tambang  dan  rikaz  yang
dibayar  zakatnya  pada  waktu  panen  atau  pada  waktu  mendapatkannya.
Menetapkan  permulaan  haul  yang  pertama  kali  dimulai  pada  waktu  harta
mencapai  nisab.  Pada  sebagian  kondisi  diperbolehkan  menghitung  zakat
sebelum selesainya tahun jika kondisi mengharuskan hal itu.
b. Menetapkan dan mengkalkulasikan semua harta yang dimiliki oleh muzakki
pada akhir haul dan menjelaskan harta-harta yang masuk dalam harta zakat.
Kalkulasi  ini  berdasarkan  harga  pasar,  harga  bagus  yang  diharapkan  atau
harga sebenarnya (harga riil).
c. Menetapkan  dan  mengkalkulasi  tanggungan,  tuntutan  dan  kewajiban
pembayaran  jangka  pendek  yang  harus  dipotong  dari  harta  wajib  zakat
tersebut sesuai dengan hukum dan dasar fiqih zakat.
d. Menetapkan  wi’a zakat  (tempat  zakat)  dengan  zara  mengkurangkan
tanggungan,  tuntutan  dan  kewajiban  jangka  pendek  dari  harta  zakat.
Penghitungan tempat zakat tersebut dengan rumus:
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Tempat zakat = harta wajib zakat – tanggungan/tuntutan pembayaran jangka
pendek.
e. Menetapkan nisab zakat  yang berbeda-beda sesuai dengan jenis harta atau
jenis aktiva sebagiman berikut:
1) Nisab  harta  tunai,  barang  perdagangan,  harta  mustaghalat  (harta  tetap
yang dimiliki  untuk diambil  manfaat/pendapatannya),  gaji,  dan profesi
adalah senilai 85 gram emas 21 karat.
2) Nisab hasil pertanian adalah seniali 5 watsaq.
3) Nisab binatang ternak: mempunyai jadwal khusus.
f. Membandingkan tempat  zakat  sebagaiman pada  langkah  (d)  dengan nisab
zakat pada poin (e) untuk mengetahui apakah harta tersebut wajib dizakati
atau tidak.
g. Menetapkan  kadar  yang  diambil  dari  tempat  zakat  atau  dalam  bahasa
akuntansi disebut prosentase atau harga zakat, sebagai berikut:
1) 2.5%  pada  zakat  emas  dan  perak,  barang  perdagangan,  industri,
pendapatan  hasil  kerja,  harta  mustafad  (harta  yang  diterima/dimiliki
seseorag  setelah  sebelumnya  tidak  dimilki)  zakat  mustaghalat  (barang
yang dipergunakan untuk dikembangkan dan diambil  penghasilannya),
zakat profesi dan pekerjaan 
2) 5% bagi hasil pertanian yang diairi dengan alat dengan biaya 
3) 10% bagi hasil pertanian yang diairi dengan sumber tanpa biaya 
4) 20% bagi harta rikaz.
h. Menghitung  jumlah  zakat  dengan  cara  mengalihkan  tempat  zakat  dengan
prosentase/harga  zakat.  Dengan  demikian  akuntan  telah  sampai  kepada
penetapan nilai zakat yang harus dikeluarkan
i. Pembebanan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, sebagai berikut:
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1) Pada proyek atau harta pribadi: ditanggung oleh pemilik atau pribadi
2) Pada  syirkah  ashkhasy:  jumlah  zakat  dibagi  atas  para  serikat  sesuai
dengan nisbah modal harta mereka sebagaiman dalam akad syirkah.
3) Pada  syirkah  amwal/perusahaan  bersaham:  jumlah  zakat  dibagi  atas
jumlah saham untuk mengetahui bagian zakat masing-masing saham dan
kemudian  untuk mengetahui  bagian  zakat  tiap  penanam saham sesuai
dengan jumlah saham yang dia miliki.
3. Tabel perhitungan zakat
Tabel 2.2
Macam-macam Zakat, Nisab dan Kadarnya
No Jenis Harta Nama Zakat Nisab Kadar Zakat
1 Harta tunai yang 
mencakup:
- Emas dan perak
- Harta perbankan






- Perhiasan untuk 
tujuan investasi.
- Perhiasan yang 
melebihi batas 
kewajaran/kebiasaa
- Piutang yang bisa 
diharapkan.
Jika ada hutang yang 
harus dibayar diambil 
dari harta di atas dan 











- Harga zakat 2,5%





- Uang asing 
dihitung sesuai 
dengan nilai tukar 
pada bank waktu 
pembayaran zakat.
2 Barang perdagangan 
dan perindustrian, 
mencakup:







- Harga zakat 2,5%.







- Surat-surat berharga 
yang beredar.
- Investasi di bank.
- Bank dan lembaga 
keuangan lainnya.
Hal-hal di atas 
disyaratkan untuk 
disimpan dengan nat 
untuk perdaganagn.



























pasar di tambah 
keuntungan.
- Menjauhak diri dari




















Ada jadwal khusus 
yang terperinci 





4 Zakat hasil pertanian 
yang meliputi:
- Hasil bumi




- Semua yang tumbuh 








- 10% jika diarai dari
hujan dan sumber.
- 5% jika diairi 









an dari harta, zakat 
dikenakan pada 
hasil kotor seluruh 
panen.
- Biaya pertanian 
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pada harta hasil 
bersih setelah 
dipotong biaya.
- Biaya pertanian 
dipotong dengan 
syara tidak lebih 
dari 1/3. Pendapat 
terakhir ini yang 
paling kuat.
5 Pendapatan dari barang 
tetap yang digunakan 



























hidup pokok dan 























hidup pokok dan 

















biaya dengan zakat 
harta dan Industri. 







barang tambang dan 
semisalnya. 
8 Perhiasan sesuai dengan
kondisi berikut:
- Untuk tujuan hiasan 
dan dalam batas 
wajar
- Untuk tujuan hiasan 
tetapi melebihi 
kewajaran










- 85 gram 
emas
- 85 gram 
emas
- 85 gram 
emas
2,5% dari harga sisa 
kewajaran 
2,5% dari harga 
pasar
2,5% dari harga 
pasar
9 Piutang pada orang lain,
sesuai dengan kondisi 
berikut:
- Piutang yang 
harapan 
pelunasannya besar








2,5% pada waktu 
pembayaran
10 Investasi pada surat-
surat berharga, yang 
meliputi:
- Saham untuk tujuan 
perdagangan dan di 
edarkan





- Obligasi berbunga 
























2,5% dari harga asli,
sedang bunganya 








Dari  pemaparan  pembahasan  di  atas,  selanjutnya  dapat  digambarkan
kerangka pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut:
Gambar 2.1
Kerangka Pikir












No. 5 Tahun 2006
Tentang
Pengelolaan Zakat
1. Bagaimana pengeloaan zakat sebelum berlakunya 
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana pengelolaan zakat sesudah berlakunya 
Peraturan Daerah No 5 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolaan Zakat?






Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian  deskriptifkualitatif.  Metode  deskriptif  yaitu  metode  yang
didasarkan  pada  analisis  dengan  pendiskripsian  pengaruh  yang
berhubungan  dengan  masalah  yang  dimaksud  sebagai  pendukung
analisis kualitatif. Sedangkan metode kualitatif adalah penelitian tentang
data  yang  dikumpulkan  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  kata-kata  dan
gambar,  kata-kata  disusun  dalam  kalimat,  misalnya  kalimat  hasil
wawancara antara peneliti dengan informan.
B. Pendekatan Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah
pendekatan yuridis empiris, digunakannya pendekatan ini karena melalui
pendekatan  ini  hukum  tidak  hanya  dipandang  sebagai  peraturan  atau
kaidah-kaidah  saja,  akan  tetapi  juga  meliputi  bagaimana  bekerjanya
hukum  dalam  masyarakat,  serta  bagaimana  hukum  itu  berinteraksi
dengan lingkungan.
C. Tempat dan Waktu Penelitian.
Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Kotamadya Makassar yang
terletak  di  JL.  Teduh  Bersinar  No  5  Komp.Kantor  Catatan  Sipil  dan
Kependudukan  Kota  Makassar  selama  2  bulan  pada  bulan  Februari




D. Jenis dan Sumber Data.
1. Jenis Data
Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yang terdiri dari data
kuantitatif dan data kualitatif. 
a. Data Kuantitif
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan.
Data  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  berupa  data-data  angka  yang
diperoleh dari tempat penelitian yaitu berupa data pengelolaan zakat dari
tahun 2007-2013
b. Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam
bentuk  angka  yang  diperoleh  melalui  berbagai  macam  teknik
pengumpulan. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa data nonangka
yang didapatkan pada saat penelitian yang berupa hasil wawancara.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder. 
a. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh
peneliti  secara  langsung  dari  sumber  datanya.  Data  primer  dalam
penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.
b. Data Sekunder
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Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari
berbagai  sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah data pengelolaan zakat dari tahun 2007-2013.
E. Teknik Pengumpulan Data.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam
mengumpulkan data adalah sebagai berikut:
1. Dokumentasi 
Merupakan  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara
mempelajari dokumen, catatan dan laporan BAZ Kotamadya Makassar.
2. Wawancara.
Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data,
wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai pihak yang bersangkutan
dengan variabel penelitian yang akan diteliti.
F. Teknik Pengolahan Data.
Teknik  analisis  data  merupakan  proses  pengaturan  data,
pengorganisasian yang mengarah kepada suatu pola, kategori dan satuan
uraian  dasar.  Dalam penelitian  kualitatif,  tidak  ada pendekatan tunggal
dalam analisis data.
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlanya cukup banyak, untuk itu maka
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dan polanya.
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Dengan demikian  data  yang telah  direduksi  akan memberikan gambaran yang
lebih jelas,  dan mempermudah peneliti  untuk melakukan data  selanjutnya,  dan
mencarinya bila perlu.
2. Penyajian Data
Dalam penelitian kualitatif  penyajian  data  bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat,  bagan, hubungan antar kategori,  flowcart,  dan sejenisnya.  Yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan
temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau
gambaran  suatu  objek  yang  sebelumnya  masih  remang-remang  atau  gelap
sehingga  setelah  diteliti  menjadi  jelas,  dapat  berupa  hubungan  kausal  atau
interaktif, hipotesis atau kategori.
Ketiga  aktivitas  dalam  analisis  data  tersebut  memperkuat  penelitian
kualitatif  yang  dilakukan  oleh  peneliti  karena  sifat  data  dikumpulkan  dalam
bentuk  laporan,  uraian  dan  proses  untuk  mencari  makna  sehingga  mudah
dipahami keadaannya baik peneliti sendiri mapun orang lain.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
BAZ Kota Makassar didirikan sejak tahun 2001 berdasarkan UU No. 38
Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat.  BAZ Kota  Makassar  dibentuk  untuk
menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di daerah Makassar dan
menyalurkannya  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  yang  berada  dalam
kawasan kota Makassar.
 Untuk  mendororng  pelaksanaan  pengelolaan  zakat  lebih  lanjut  dan  di
tingkat Kota Makassar dan menguatkan UU No 38 Tahun 1999 maka pemerintah
Kota  Makassar  membentuk  Peraturan  Daerah  No.  5  tahun  2006  Tentang
Pengelolaan Zakat yang menjadi dasar organisasi dari BAZ Kota Makassar selain
UU No 38 Tahun 1999. 
Dalam struktur  organisasi  BAZ Kota  Makassar, terdiri  dari  tiga  bagian
yaitu  pertama  komisi  pengawas,  yang  bertugas  untuk  menagwasi  pengelolaan
zakat muali dari pengumpulan sampai dengan distribusi dana zakat ke pihak yang
membutuhkan  (mustahik),  yang  kedua,  dewan  pertimbangan,  yang  bertugas
sebagai pihak yang memutuskan program-program kerja yang akan dilaksanakan
oleh BAZ Kota Makassar  dan yang ketiga adalah badan pelaksana yang bertugas
sebagai pihak eksekutor di lapangan baik dalam pengumpulan dana sampai ke
penyaluran  dana  dan pelaksanaan program-program kerja  yang dirancang oleh
BAZ  Kota  Makassar.  Dari  ketiga  bagian  tersebut  dapat  digambarkan  dalam




Struktur Organisasi BAZ Kota Makassar Periode Tahun 2009-2012
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang No. 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat.
b. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 206, tentang pengelolaan zakat.
2. Visi
Terwujudnya  masyarakat  sadar  zakat  dan  terciptanya  Amil  yang
profesional,transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat islam.
3. Misi
a. Mewujudkan masyarakat sadar zakat, infak, dan shadaqah.
b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS serta mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq,
Shadaqah)
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4. Tujuan
a. Untuk menciptakan masyarakat sadar zakat, infak dan sedekah.
b. Menciptakan masyarakat mustahik menjadi muzaki
c. Untuk mengentaskan kemiskinan
B. Gambaran Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada BAZ Kota
Makassar
1. Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah
Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BAZ di Kota Makassar, dan sesuai
dengan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  dan  Urusan  Haji
Nomor D/219 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Zakat, Pasal 9
ayat  (4)  bahwa  “Badan  Amil  Zakat  Daerah  Kota  dapat  membentuk  Unit
Pengumpulan  zakat  (UPZ)  pada  Instansi/Lembaga pemerintah  daerah,  BUMN,
BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibu Kota/Kota UPZ tersebut
bertugas  mengumpulkan zakat  dari  pegawai  masing-masing tersebut  kemudian
menyetorkannya kepada BAZ Kota Makassar.
Zakat  yang  dikumpulkan  tersebut  berupa  zakat  profesi  dan  mekanisme
pengumpulannya  adalah  memotong  2.5%  dari  gaji  yang  diterima  perbulan.
Namun  pemotongan  gaji  tersebut  berdasarkan  surat  pernyataan/kuasa  yang
ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan.1
Dalam pengumpulan  dana  zakat  pihak  yang  bertanggung  jawab  adalah
BAZ  Kota  Makassar.  Adapun  UPZ  (Unit  Pengumpul  Zakat)  yang  berada  di
1Rahman Nurdin, “Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar”, Skripsi (Makassar; Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 
2013) h, 50 
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instansi-instansi  pemerintah  tidak  bertanggungjawab  ketika  terjadi  sesuatu  hal
terhadap pengumpulan dana zakat.
Kendala yang dihadapi BAZ Kota Makassar dalam mengumpulkan
dana zakat yaitu, pertama masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk
membayar zakat langsung ke amil zakat, kedua banyaknya lembaga zakat
yang berada di Kota Makassar.
2. Pendayagunaan Hasil Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah
Mengenai pendayagunaan hasil  penerimaan zakat yang telah terkumpul,
telah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 16
tersebut disebutkan bahwa pendistribusian hasil penerimaan zakat tersebut harus
dengan  ketentuan  agama,  yaitu  harus  memenuhi  delapan  ashnaf.  Yaitu:  fakir,
miskin, muallaf, riqab, ghorimin, sabilillah, dan  ibnusabil2.
Sesuai  penjelasan pasal  16 ayat  (2)  Undang-Undang Pengelolaan Zakat
disebutkan  bahwa aplikasi  delapan  ashnaf  tersebut  meliputi  orang-orang  yang
paling  tidak  berdaya  secara  ekonomi,  seperti  anak  yatim,  orang  jompo,
penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar,
orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.
Sedangkan  mengenai  persyaratan  dan  prosedur  pendistribusian  hasil
pengumpulan  zakat  diatur  dalam  Keputusan  Mentri  Agama  Nomor  581/1999
tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Pasal 28 dan Pasal 29
sebagai berikut:
a. Hasil  pendapatan dan penelitian kebenaran  mustahiq  delapan  ashnaf  yaitu:
fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, sabillah, dan ibnusabil.
b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan
dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan batuan.
2Republik Indonesia, Undang-Undang No.38 Tahun 1999, bab V, pasal 16 
57
c. Mendahulukan  mustahiq dalam  wilayahnya  masing-masing.  Hasil
pengumpulan  zakat,  infak  dan  sedekah  yang  dapat  didayagunakan  untuk
usaha yang produktif dengan persyaratan sebagai berikut:
1) Apabila pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk delapan  ashnaf
telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
3) Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.3
Setelah  memenuhi  persyaratan  tersebut,  pendayagunaan  hasil
pengumpulan  zakat,  infak,  dan  sedekah  untuk  usaha  produktif  harus  melalui
prosedur sebagai berikut:
a. Melaksanakan studi kelayakan.
b. Menetapkan jenis usaha produktif.
c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
e. Mengadakan evaluasi.
f. Memberi laporan.4
Di Kota makassar pendayagunaan hasil penerimaan zakat telah memenuhi
delapan ashnaf, sesuai dengan ketentuan syariah dan UU. Sedangkan untuk infak
dan sedekah didayagunakan untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal. Segi
positif dari bantuan yang bersifat pinjaman diantaranya adalah si peminjam akan
lebih bersemangat dalam berusaha karena ada keharusan untuk mengembalikan
pinjaman tersebut dan uang pinjaman yang telah dikembalikan dapat dipinjamkan
kembali  kepada  orang  lain.  Sebagai  contoh  yang  dilakukan  oleh  BAZ  Kota
Makassar.  Pendayagunaan  hasil  infak  dan  sedekah  yang  terkumpul  digunakan
3Republik Indonesia Kementrian Agama Nomor 581 Tahun 1999, bab V, pasal 28
4Republik Indonesia Kementrian Agama Nomor 581 Tahun 1999, bab V, pasal 29 
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untuk memberikan pinjaman modal kepada pengusaha industri rumah tangga atau
pedagang kecil.
Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus BAZ bertanggung jawab kepada
Walikota Makassar serta kepada masyarakat Kota Makassar. Laporan Pertanggung
jawaban pengurus dilaksankan setiap tahun, yakni per 31 Desember. Pada laporan
pertanggung jawaban tersebut dilaporkan mengenai dana yang sudah terkumpul
serta  pendistribusiannya  dengan  mengumpulkan  semua  pengurus  BAZ  serta
tokoh-tokoh masyarakat di Kota Makassar.
Dana  Zakat  yang  telah  terkumpul  perlu  direncanakan  pendayagunaan
secara konseptual agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok ashnaf
atau  penerimaan  zkat.  Karena  itu  pendayagunaan  dapat  diprogramkan  apakah
tujuan konsumtif atau produktif. Selain itu perlu juga disesuaikan dengan kondisi
masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian.5 
a. Konsumtif Tradisional
Zakat  dibagikan  kepada  mustahik  secara  langsung  untuk  kebutauhan
konsumsi  sehari-hari,  seperti  pembagian  zakat  fitrah  berupa  beras  dan  uang
kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal untuk fakir miskin
yang sangat membutuhkan karena ketiadaan lapangan atau mengalami musibah,
pola  ini  merupakan  jangka  pendek  dalam mengatasi  permasalahan  umat  yang
dapat diberikan jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat yang dapat
diberikan dalam bentuk:
1. Pembagian bahan makanan secara langsung
2. Pemberian uang untuk pembelian kebutuhan sehari-hari
3. Pemberian sandang
5Rahman Nurdin, “Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar”, Skripsi (Makassar; Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 
2013) h, 53. 
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4. Pemberian bantuan obat-obatan6
b. Konsumtif Kreatif
Zakat  membutuhkan  dalam bentuk  barang  konsumtif  dan  dipergunakan
untuk  membantu  fakir  miskin  dalam  mengatasi  permasalahan  sosial  ekonomi
yang dihadapi, bantuan tersebut antara lain:
1. Pemberian beasiswa untuk anak keluarga miskin
2. Alat-alat sekolah untuk para pelajar
3. Bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena dan sejadah
4. Bantuan sarana usaha untuk pedagang kecil seperti gerobak jualan dan
sebagainya.7
c. Produktif Konvensional
Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif,  di mana dengan
menggunkan barang-barang tersebut para mustahik dapt menciptakan suatu usaha
seperti:
1. Pemberian bantuan ternak kambing, dan sapi untuk membajak sawah
2. Pemberian  bantuan  saran  untuk  penyajian  seperti,  alat  pertukangan,
mesin jahit dan sebagainya.8
d. Produktif Kreatif
6 Rahman Nurdin, “Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada 
Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar”, Skripsi (Makassar; Fak. Ekonomi dan Bisnis 
Islam, 2013) h, 53.
7Rahman Nurdin, “Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar”, Skripsi (Makassar; Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 
2013) h, 54 
8Rahman Nurdin, “Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar”, Skripsi (Makassar; Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 
2013) h, 54
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Zakat  yang  dwujudkan  dalam  bentuk  pemberian  modal  bergulir  atau
permodalan proyek sosial:
1. Pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembang usaha
para pedagang kecil.
2. Mengadakan pelatihan kewirausahaan dan memberikan bantuan modal
kepada peserta tindak lanjut dari hasil pelatihan
3. Membangun sarana pendidikan di daerah kumuh
4. Membantu pembangunan tempat ibadah.9
C. Pengelolaan Zakat Sebebelum Berlakunya Peraturan Daerah No. 5 Tahun
2006
1. Pengumpulan dana
Kinerja  BAZ  Kota  Makassar  dalam  hal  pengumpulan  dana  sebelum
adanya  Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun 2006 tentang  pengelolaan  zakat  belum
maksimal hal ini dikarenakan sosialisasi tentang membayar zakat masih kurang
dan kesadaran masyarakat yang masih rendah, ditambah lagi sebagaian besar PNS
(Pegawai Negeri Sipil ) yang hanya membayar infak dan tidak membayar zakat.
Dari segi manajemen BAZ Kota Makassar masih kurang maksimal hal ini
dikarenakan dual fungsi jabatan yang dimana pegawai BAZ Kota Makassar selain
menjadi  amil,  mereka  juga  menjadi  pegawai  Departemen  Agama,  sehingga
mereka terpaksa membagi waktu kerja antara Departemen Agama dan Amil zakat
di BAZ Kota Makassar, dan terkadang mereka lebih memprioritaskan Departemen
Agama ketimbang BAZ Kota Makassar. Selanjutnya dari segi kordinasi distribusi
9Rahman Nurdin, “Optimalisasi Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Makassar”, Skripsi (Makassar; Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 
2013) h, 55
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zakat,  BAZ  Kota  Makassar  dikordinir  atau  dicover  oleh  pemerintah  Kota
Makassar
2. Sistem dan Strategi Penghimpunan Dana
Setelah UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dibentuk maka
didirkanlah BAZ Kota Makassar sebagai alat untuk menghimpun dana zakat dari
masyarakat. Dalam UU No. 38 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pengumpulan zakat
dilakukan dengan cara menerima atas dasar pemberitahuan muzakki10 menyikapi
hal tersebut pemerintah Kota Makassar, membuat strategi dalam hal pengumpulan
dana zakat, yaitu dengan memberikan himbauan kepada seluruh Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang berada di kota Makassar untuk mengeluarkan zakat, infak PNS,
dan  infak  haji.  Dan  membuat  kebijakan  untuk  setiap  jemaah  haji  yang  akan
berangkat haji untuk mengeluarkan infaknya yang disebut dengan infak haji. 
Dari  segi  Pegawai  Negeri  Sipil  pemerintah  Kota  Makassar  membuat
kebijakan  untuk  mengeluarkan  infak  PNS  sesuai  dengan  golongan  mereka
masing-masing. Adapun besaran nilai infak per golongan yaitu dapat terlihat pada
tabel 4.1:
Tabel 4.1







Sumber: BAZ Kota Makassar,  2014
10Republik Indonesia, Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 
Zakat, bab IV, pasal 12.
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Dari  data  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  infak  yang  harus
dikeluarkan PNS golongan I yaitu sebesar Rp.3000, golongan II sebesar Rp.5000,
golongan III sebesar Rp.10.000 dan golongan IV sebesar Rp.20.000. 
Dari hasil wawancara dengan amil zakat BAZ Kota Makassar dilapangan
diperoleh  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  lebih  memilih  untuk  membayar
infak dibandingkan membayar zakat, hal ini diakibatkan karena menurut mereka
nilai  yang  dikeluarkan  untuk  membayar  infak  lebih  sedikit  bila  dibandingkan
dengan nilai zakat. 
3. Penyaluran dana
Dari segi penyaluran dana, sebelum terbentuknya Peraturan Daerah No. 5
Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, dana yang terkumpul berupa zakat, infak
PNS, dan infak haji, disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun
pada saat ini belum dipisahkan antara penyaluran dana yang bersifat konsumtif
dan  produktif,  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh  penyaluran  dananya  bersifat
konsumtif karena dana yang terkumpul disalurkan kepada mustahik setiap sekali
setahun  pada  saat  bulan  ramadhan.  Penyaluran  dana  juga  diberikan  kepada
masyarakat  yang  mendapatkan  bencana  seperti  kebakaran,  bencana  alam,  dan
lain-lain.
4. Sistem dan strategi penyaluran dana ZIS
Sebelum berlakunya peraturan daerah, sistem dan strategi yang dilakukan
oleh BAZ kota Makassar dalam penyaluran dana adalah dengan cara dana yang
telah terkumpul berupa infak haji  dan infak PNS selanjutnya diberikan kepada
mustahik dengan cara  mengumpulkan para mustahik dari berbagai wilayah untuk
mengambil dana yang akan didistribusikan di kantor walikota. 
Namun  hal  ini  tidak  efektif  dan  sangat  menyulitkan  para  mustahik
dikarenakan apabila ada salah satu dari mustahik yang jarak rumahnya jauh dari
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kantor  walikota  mereka  akan  mengeluarkan  banyak  biaya  untuk  mendapatkan
jatah mereka.
Disamping itu dana yang akan disalurkan terlebih dahulu digabung dengan
dana bantuan sosial  pemerintah  kota  sehingga penyaluran  dana  infak  haji  dan
infak PNS yang terkumpul di BAZ Kota Makassar dikordinir  oleh pemerintah
Kota Makassar.
D. Pengelolaan Zakat Sesudah Berlakunya Peraturan Daerah No. 5 Tahun
2006 Tentang Pengelolaan Zakat.
1. Pengumpulan Dana
Selanjutnya ketika Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang pengeloaan
zakat  telah  dibentuk  maka  pengumpulan  dana  zakat  mulai  efektif  hal  ini
dikarenakan  adanya  himbauan  kepada  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  untuk
membayar zakat dan memilih untuk membayar zakat atau infak dimana ketika
seseorang telah membayar  zakat  tidak  diwajibkan lagi  untuk membayar  infak,
dengan kata lain setelah membayar zakat kewajiban untuk membayar infak telah
gugur. Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah ini lebih memberikan kepastian
hukum dan menguatkan dari UU 38 tahun 1999 mengenai penghimpunan dana
zakat.
Dari masyarakat umum juga sudah mulai untuk menunaikan zakatnya di
BAZ kota  Makassar  walaupun  bila  dibandingkan  dengan  pegawai  negeri  sipil
jumlahnya hanya sedikit yaitu hanya berkisar antara 10-15%
Namun bila dibandingkan dengan infak maka dana zakat yang diterima
oleh  BAZ  Kota  Makassar  sangat  kecil,  ini  dikarenakan  zakat  yang  diterima
sebagian besar  berasal  dari  kalangan PNS sedangkan zakat  yang diterima dari
masyarakat umum masih kurang hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat
yang menyalurkan dana zakatnya di tempat lain atau lembaga pengumpul zakat
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lain  dan  menyalurkannya  secara  langsung.  Di  tambah  lagi  dengan  kenyataan
bahwa zakat yang dikeluarkan oleh Pegawai Negeri Sipil tidak dapat mengurangi
pajak penghasilan mereka.
Dengan adanya Pertauran Daerah ini juga telah memberikan memberikan
dampak positif terhadap pengumpulan dana zakat. Walaupun pengumpulan zakat
baru terjadi ketika akhir tahun 2007 tepatnya pada bulan Oktober tahun 2007. 
Berikut  ini  data  pengumpulan  dana  ZIS  setelah  berlakunya  Peraturan
Daerah No. 5 Tahun 2006:
Tabel 4.2
Data Pengumpulan Dana ZIS BAZ Kota Makassar





















Sumber: BAZ Kota Makassar, 2014
65
Dari data di atas terlihat juga bahwa terjadi fluktuasi dalam pengumpulan
dana Zakat, Infak PNS dan Infak Haji,  terlihat dana zakat mengalami tiga kali
penuruanan yaitu pada tahun 2009, 2010, dan 2013. Dari hasil wawancara yang
dilakukan dengan narasumber hal ini dikarenakan bahwa penurunan jumlah dana
zakat pada tahun 2010 dan 2013 dikarenakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang
berada di  instansi-instansi  pemerintah Kota Makassa tidak menyetorkan secara
keseluruhan dana zakat yang terkumpul ke BAZ Kota Makassar. 
Hal lain yang juga mengakibatkan penurunan pada dana zakat dikarenakan
sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih membayar infak daripada membayar
zakat.  Disamping  itu  juga  UPZ yang  berada  di  instansi-instansi  tidak  bekerja
secara maksimal dalam hal mengumpulkan dana zakat dan bahkan ada beberapa
UPZ  yang  mengabaikan  himbaun  dari  pemerintah  Kota  Makassar  untuk
menghimpun dana zakat. Jika digambarkan dalam sebuah grafik maka data di atas
akan terlihat seperti berikut:
Gambar 4.2
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Infak PNS Infak Haji  
Sumber: BAZ Kota Makassar, 2014
Adapun data sebelum tahun 2007, tetapi peneliti sulit mendapatkan
data  tersebut  karena  kurangnya  kordinasi  dari  pengurus  lama  dengan
pengurus baru.
2. Sistem dan strategi penghimpunan dana
Setelah berlakunya Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2006, strategi yang
digunakan BAZ Kota Makassar dalam mengumpulkan dana zakat adalah dengan
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cara  bekerja  sama dengan pemerintah  kota  untuk mendirikan  Unit  Pengumpul
Zakat (UPZ) disetiap instansi-instansi pemerintah kota. 
Hingga  saat  ini  telah  ada  100  Unit  Pengumpul  Zakat  yang  berada  di
berbagai instansi seperti, Departemen Agama, SMP, SMA, dan instansi lainnya.
Selain  itu  juga,  BAZ  Kota  Makssar  merespon  salah  satu  poin  dalam
Peraturan Daerah nomor  5 tahun 2006 yaitu  pasal  9  dengan membuat  Nomor
Pokok Wajib Zakat (NPWZ). NPWZ adalah alat untuk menghimpun dana zakat
dari muzakki ke lembaga zakat. Namun NPWZ ini tidak terapplikasikan dengan
sempurna, dimana idealnya NPWZ akan menjadi pengurang atas pajak.11 
Tapi pada kenyataannya tidak demikian karena tidak terjadinya kerjasama
antara  lembaga  pengelola  zakat  dengan  direktorat  pajak.  Sehingga  bagi
masyarakat  yang  sudah  memenuhi  syarat  menjadi  golongan  muzakki  tidak
berfikir akan menerbitkan NPWZ bagi dirinya karena mereka berfikir bahwa tidak
ada manfaatnya untuk mereka sebab mereka tetap saja akan membayar pajak. 
3. Penyaluran Dana
Dari segi penyaluran dana, dana yang terkumpul yang asalanya dari infak
PNS,  infak  haji  dan  zakat  nantinya  akan disalurkan kepada  delapan golongan
masyarakat  yang  membutuhkan  seperti  yang  disebutkan  dalam  Al  Quran  At
Taubah ayat 60:
   
 
 
   
   
11H. Kajong Tahir, SH (60 Tahun) Bendahara BAZ Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 9 Maret 2014
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   
     
   
Terjemahnya:
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yuang  sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Bentuk penyaluran dananya tidak hanya diberikan secara langsung
kepada  ke  delapan  golongan  akan  tetapi  BAZ  Kota  Makassar
mengelompokkan menjadi empat program pendistribusian yaitu:
a. Bidang keagamaan
1. Bantuan rumah Ibadah/Mesjid.
2. Bantuan Guru TPA/mengaji.
3. Bantuan muallaf.
4. Bantuan pengurusan jenazah muslim.
b. Bidang pengembangan Ekonomi dan SDM.
1. Bantuan fakir miskin.
2. Bantuan modal usaha.
3. Bantuan pelatihan keterampilan.
c. Bidang kependidikan dan kesehatan.
1. Bantuan beasiswa/pendidikan.
2. Bantuan kesehatan/pengobatan.
3. Bantuan sunnatan massal.
d. Bidang sosial.
1. Bantuan bencana alam.
2. Bantuan tenda duka.
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3. Bantun pelayanan mobil ambulans.
4. Dll yang relevan.
Dari  keempat  program  di  atas  di  dalamnya  sudah  termasuk  ke
dalam program produktif dan konsumtif.12
Berikut ini, data penyaluran dana ZIS setelah berlakunya Peraturan Daerah
No. 5 Tahun 2006:
Tabel 4.3
Data Penyaluran Dana ZIS BAZ Kota Makassar
Tahun Zakat Infak PNS Infak Haji
2005-2008 Rp. 271.694.300 Rp. 576.199.181 Rp. 919.601.865
2009 Rp. 22.200.000 Rp. 829.523.682 -
2010 Rp. 179.250.000 Rp.1.504.453.521 Rp. 5.000.000
2011 Rp. 91. 650.000 Rp.1.087.546.886 Rp. 634.858.185
2012 Rp. 46.50.000 Rp.1.111.515.091 Rp. 622.412.500
2013 Rp. 49.797.600 Rp.1.801.215.927
Rp. 370.
451.350
Sumber: BAZ Kota Makassar
Dari data di atas terlihat bahwa pegumpulan dana dari segi zakat,  tertinggi
pada  tahun  2007  dan  2008 yang  mencapai  Rp151.925.000 dan yang  terendah
adalah pada tahun 2010 yaitu Rp44.480.990. Dari segi infak PNS, tertinggi pada
tahun  2012  yaitu  berjumlah  Rp1.975.007.000  yang  dana  infak  PNS  terendah
berada pada tahun 2007 dan 2008 yang berjumlah 538.201.000. Dari segi infak
12H. Kajong Tahir, SH (60 Tahun) Bendahara BAZ Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 9 Maret 2014
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haji, tertinggi berada pada tahun 2010 yang berjumlah Rp378.700.000,- dan yang
terendah pada tahun 2007 dan 2008 yaitu berjumlah Rp257.100.000.
4. Sistem dan strategi penyaluran dana ZIS
Sistem dengan cara mendatangi para mustahik disetiap kecamatan
dan diberikan  secara  langsung,  hal  ini  sangat  memudahkan  bagi  para
mustahik, karena mereka tidak lagi mengeluarkan biaya transportasi untuk
ke suatu tempat guna mengambil  dana zakat mereka dan juga mereka
tidak lagi kebingunan harus ke mana mereka mengambil dana zakat.
Dari  segi  manajmen,  BAZ  Kota  Makassar  membagi  penyaluran
dana  zakat  menjadi  dua,  yaitu  dana  zakat  konsumtif  dan  dana  zakat
produktif,  di  mana  dana  zakat  konsumtif  diberikan  kepada  mustahik
setahun  sekali  dan  dana  zakat  produktif  diberikan  kepada  mustahik
dengan  empat  program  yaitu,  bidang  keagaamaan,  pengembangan
ekonomi dan SDM, kependidikan dan kesehatan dan bidang sosial . 
Berbeda  pada  saat  sebelum  berlakunya  Peraturan  Daerah,
penyaluran  dana  zakat  diberikan  secara  langsung  kepada  mustahik
dengan  mengumpulkan  para  mustahik  di  kantor  kelurahannya  masing-
masing dan BAZ Kota Makassar terjun langsung dalam penyaluran dana
zakat, infak dan sedekah tanpa adanya kordinasi dari  Pemerintah Kota
Makassar.
E. Upaya  Mengoptimalkan  Pengelolaan  Zakat  Pada  BAZ  Kota
Makassar
Dalam  rangka  upaya  mengoptimalkan  pengelolaan  zakat
dibutuhkan langkah-langkahyang tidak sedikit diantaranya yaitu, dari segi
pengumpulan dana zakat,  dalam rangka memaksimalkan pengumpulan
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dana zakat, infak dan sedekah di Kota Makassar dibutuhkan satu jalan
dalam pengumpulannya, maksudnya adalah lembaga-lembaga amil zakat
atau yang disebut  dengan LAZ yang berada di  wilayah kota Makassar
saat  ini  harusnya  hanya  berupa  lembaga  pengumpul  zakat  atau  unit
pengumpul zakat (UPZ) karena dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih
antara  BAZ  dan  lembaga  amil  zakat  yang  bersifat  swasta  dalam
penyaluran dana zakatnya. 
Upaya  lain  juga yang  dibutuhkan dalam rangka mengoptimalkan
pengumpulan dana zakat  yaitu  dengan bersinerjinya Badan Amil  Zakat
(BAZ) dengan direktorat pajak hal ini sesuai dengan isi pasal 14 ayat 3
unndang-undang zakat yaitu  “zakat  yang telah dibayarkan kepada amil
zakat  atau  lembaga  amil  zakat  dikurangkan  dari  laba/pendapatan  sisi
kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku13.Kemudian  nantinya  zakat
masyarakat muslim akan menjadi pengurang atas pajak mereka sehingga
masyarakat  Makassar  dapat  mengikuti  jejak  Malaysia  dimana  zakat
mereka  dapat  menjadi  penguran  atas  pajak  mereka,  dan  masyarakat
muslim tidak merasa terzolimi karena disamping mereka harus membayar
zakat yang merupakan kewajiban dari agama Islam,  mereka juga harus
membayar pajak yang merupakan kewajiban sebagai warga negara. dan
juga dapat.
Dengan bersinerjinya Badan Amil  Zakat (BAZ) dengan Direktorat
Pajak maka NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) yang disebutkan dalam
Peraturan Daerah No. 5 tahin 2006 tentang Pengelolaan Zakat dapat di
laksanakan  dengan  maksimal  karena  selama  ini  masyarakat  berfikir
13Republik Indonesia, Undang-undang No. 38 Tahun 1999, bab IV, Pasal 14.
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NPWZ tidak berlaku apa-apa karena tidak mengurangi kewajiban pajak
mereka.
Dalam hal penyaluran dana zakat dan infak Badan Amil Zakat kota
Makassar  perlu  meningkatkan  lagi  frekuensi  kegiatan  dan  program
kerjanya  serta  bekerjasama  dengan  institusi-institusi  yang  lain  guna
mencapai tujuan dasar zakat yaitu mengubah penerima menjadi pemberi
dapat terlaksanakan.
Upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dari segi pekerja
atau  amil  zakat  dibutuhkan  profesionalisme  maksudnya  bekerja  penuh
sebagai  seorang  amil  zakat  karena  selama  ini  pegawai  departemen
agama merangkap sebagai amil zakat sehinggastruktur kerja yang telah
ada tidak berjalan dengan sepenuhnya.
Peran  pemerintah  juga  dibutuhkan  untuk  mengoptimalkan
pengelolaan zakat,  seperti  memberikan sanksi  pidana bagi  masyarakat
yang  tergolong  wajib  zakat  yang  tidak  membayar  zakat  hal  ini  sesuai
dengan  pasal  30  ayat  1  peraturan  daerah  kota  Makassar  yang
menyebutkan  bahwa  “wajib  zakat  yang  lalai,  tidak  melakukan
kewajibannya dikenakan dendan”14.




Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka
dapat disumpulkan bahwa: 
1. Pengelolaan zakat sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 5
Tahun  2006  tentang  pengelolaan  zakat  belum  terasa  optimal
karena dari  dana zakat  yang  diterima masih  kurang,  walaupun
sudah  ada  himbauan  dari  pemerintah  kota  Makassar  untuk
membayar  zakat  dan  infak  namun  mayoritas  PNS  hanya
membayar infak daripada zakat dan dari segi sistem dan strategi
masih dikordinir oleh pemerintah Kota Makassar
2. Setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang
pengelolaan  zakat,  memberikan  dampak  positif,  hal  ini  dapat
dibuktikan dengan mulai efektifnya pengumpulan dana zakat. Dari
segi  sistem  dan  strategi  penyaluran  tidak  lagi  dikordinir  oleh
pemerintah  kota  melainkan  BAZ  Kota  Makassar  menyalurkan
dananya secara langsung dan mengelompokkan penyaluran dana
zakat  menjadi  dua yaitu  dana  zakat  konsumtif  dan dana  zakat
produktif.  
3. Upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat pada BAZ Kota
Makassar  yaitu  dibutuhkan  ketegasan  dari  pemerintah  Kota
Makassar  dalam  hal  ini  pengelolaan  zakat  dibuat  satu  pintu
maksudnya adalah lembaga-lembaga zakat yang sifatnya swasta
bersinergi dengan BAZ Kota Makassar dan berubah menjadi UPZ
(Unit  pengumpul  Zakat)  yang  nantinya  hanya  bertugas  untuk
mengumpulkan dana zakat. Selain itu dibutuhkan juga kerja sama
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dengan direktorat  pajak  shingga NPWZ yang  tujuannya  adalah
pengurang atas pajak dapat diapplikasikan.
B. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terdapat
beberapa hal yang dapat disarankan, antara lain:
1. Bagi ilmu pendidikan, Peraturan Daerah No. 5 tahun 2006 tentang
Pengelolaan  Zakat  memberikan  kepastian  hukum  yang  lebih
dalam rangka pengelolaan zakat, dan memberikan dampak yang
positif bagi pnghimpunan dana zakat dan infak.
2. Bagi  peneliti,  disarankan  untuk  menambah  fokus  penelitian
lainnya  dalam  rangka  menambah  keragaman  penelitian  dan
menambah keilmuan.
3. Bagi pemerintah disarankan untuk mensinergikan antara direktorat
pajak dengan BAZ (Badan Amil Zakat) Kota Makassar sehingga
zakat dapat menjadi pengurang atas pajak
74
Daftar Pustaka
Apriliana,  Analisis  Komparatif  Antar  Perlakuan  Zakat  Sebagai  Pengrang
Penghasilan  Kena  Pajak  Dengan  Perlakuan  Zakat  Sebagi  Pengrang
Langsung Kena Pajak Penghasilan, UIN Syraif Hidayatullah, Jakarta, 2010
Ash-Shiddieqy,  Muhammad  Hasbi,  Teungku,  Pedoman  Zakat,  Pustaka  Rizki
Putra, Semarang, 2009.
Basir,  Abdul,  Zakat  Atas  Penghasilan  Sebagai  Pengurang  Penghasilan  Kena
Pajak, Universitas Indoensia, Jakarta, 2010.
Fakhruddin,  Fiqih  dan  Manajemen  Zakat  di  Indonesia,  Uin-Malang  Press,
Malang, 2008.
Hasan, M.Ali, Zakat, Pajak asuransi dan Lembaga Keuangan, PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 1996.
Mariah,  Zakat Sebagai Pelaksana Pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Studi
Kasus  Terhadap  Pelaksaan  Undang-undang  Zakat  di  Kabupaten
Bekasi),UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
Miftakhi, Nuril,  Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagi Pengurang
Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Probadi,  UIN Maulana
Malik Ibrahim, Malang, 2011.
Muhammad  dan  Ridwan  Mas’ud,  Zakat  dan  Kemiskinan  (Instrumen
pemberdayaan ekonomi ummat), UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
Muin, Rahmawati, Manajemen zakat, Alauddin Press, Makassar, 2011.
75
Parman,  Ali,  Pengelolaan  Zakat  (Disertai  contoh  perhitungannya),  Alauddin
Press, 2012.
Qadir,  Abdurrachman,  Zakat  Dalam  Dimensi  Mahdhah  dan  sosial, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
Shihab, Quraish,  Al-Lubab (Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-
Quran), Lentera Hati, Tangerang, 2012.
Sudirman,  Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas,  UIN Malang Pres, Malang,
2007.
Syahatah,  Husayn,  Akuntansi  Zakat  (Panduan  praktis  penghitungan  zakat
kontemporer), Pustaka Progressif, Jakarta, 2004.
Sohrah,  Zakat dan Kebijakan Fiskal (Meretas akar-akar kemiskinan),  Alauddin
University Press, Makassar, 2012.
76

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR




SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2006
LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR   5   TAHUN 2006
WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,
Menimbang :   a.  bahwa zakat merupakan salah satu ibadah
yang   bersifat   mutlak   bagi   setiap   orang
Islam, maka dipandang perlu untuk
ditegakkan dalam kehidupan sosial
kemasyarakatan di Kota Makassar;
b.  bahwa Zakat merupakan sumber dan
potensi ekonomi ummat islam, maka
dipandang perlu untuk digali dan
diberdayakan dalam kehidupan masyarakat
Kota Makassar;
c.   bahwa  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat
memerlukan  peraturan  zakat  pelaksanaan
lebih lanjut ditingkat Kota Makassar;
d.  bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan
c  diatas,  maka  dipandang  perlu  ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar.
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Mengingat :  1.   Undang-Undang   Nomor   29   Tahun   1959
tentang pembentukan Daerah-daerah
Tingkat  II  di  Sulawesi  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1959  Nomor  74,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang  Pajak  Penghasilan,  sebagaimanan
telah  beberapakali  diubah  terakhir  dengan
Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3985);
3.  Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi  Kolusi  dan
Nepotisme (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
4.  Undang-Undang   Nomor   38   Tahun   1999
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1999
Nomor  164,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3885);
5.  Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2003
Nomor   47,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 426);
6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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7.  Undang-Undang   Nomor   10   Tahun   2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
8.  Undang-Undang   Nomor   15   Tahun   2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
9.  Undang-Undang   Nomor   32   Tahun 2004
tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2004
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4437);
10.   Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 1971 tentang  Perubahan Batas-
batas   Daerah   Kotamadya   Makassar   dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan
Pangkajene dan kepulauan dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Repubklik Indonesia
Nomor 2970);
11.   Peraturan Pemerintah Nomor 86
Tahun  1999  tentang Perubahan Nama Kota
Ujung   Pandang   Menjadi   Kota   Makassar
dalam  Wilayah   Propinsi   Sulawesi   Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 193);
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12.   Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia  Nomor  373  Tahun  2003  tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Dengan Persetujuan Bersama




Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA





Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah  adalah Kota Makassar;
2.   Pemerintah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3.   Kepala Daerah adalah Walikota Makassar;
4.   Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang pengelolaan zakat;
5.   Badan Amil Zakat (BAZ)   adalah Badan Amil Zakat Kota
Makassar   dan   Badan   Amil   Zakat   Kecamatan   yang
dibentuk oleh pemerintah;
6.   Lembaga  Amil  Zakat  adalah  Pengelola  zakat  yang  di
bentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat, telah
dikukuhkan oleh Pemerintah serta melakukan
pengumpulan zakat di Kota Makassar;
7.   Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh setiap orang
muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai
ketentuan agama;
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8.   Zakat Fitra adalah harta yang disishkan dari sisa makanan
setiap orang islam yang dibayarkan pada bulan ramadan;
9.   Zakat Mal adalah harta yang disishkan oleh orang islam
atau badan yang dimiliki oleh orang islam dan dibayarkan
setiap waktu;
10. Muztahiq  adalah  oaring  muslim  dan/atau  badan  yang
dimiliki oleh orang muslim yang berhak menerima zakat;
11. Muzakki  (wajib  zakat)  adalah  orang  muslim  dan/  atau
badan  yang  dimiliki  oleh  orang  muslim  yang  dibebani
kewajiban membayar zakat;
12. Haul  (masa  zakat)  adalah  jangka  waktu  tertentu  yang
digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat
yang terutang;
13. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib
dikeluarkan zakatnya;
14. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan atau presentasi
zakat yang harus dikeluarkan;
15. Nomor   Pokok   Wajib   Zakat   (NPWZ)   adalah   sarana
administrasi yang dugunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas wajib zakat;
16. Surat   Pemberitahuan   Zakat   (SPZ)  adalah  surat   yang
dugunakan oleh wajib zakat untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran zakat yang terutang;
17. Surat  Ketetapan  Zakat  (SKZ)  adalah  surat  keputusan
yang menentukan besarnya jumlah zakat yang yterutang;
18. Surat Tagihan Zakat (STZ) adalah surat untuk melakukan
tagihan zakat;
19. Surat Setoran Zakat (SSZ) adalah surat yang digunakan




Pengelolaan zakat berazaskan iman dan tagwa, keterbukaan,
dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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Pasal 3
Pengelolaan zakat bertujuan :
a.  meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam
menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
b.  Meningkatnya  fungsi  dan  peran  pranata  keagamaan
dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat
dan keadilan sosial;
c.   Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
Pasal 4
Sasaran Pengelolaan zakat adalah tercapainya sumber dana
yang dapat dimanfaatkan bagi muztahiq, yaitu :
a.   Orang-orang fakir;
b.   Orang-orang miskin;
c. Amil (yang mengurus zakat);
d.   Orang-orang muallaf;
e.   Hamba yang hendak memerdekakan dirinya;
f. Orang-orang yang berutang;
g.   Untuk dibelanjakan dijalan Allah; dan




(1)  Yang menjadi subjek zakat adalah :
a.   Orang Islam;
b.   Badan atau Usaha.
(2)  Subjek zakat dibedakan menjadi subjek zakat daerah dan
subjek zakat luar daerah;
(3)  Subjek zakat daerah adalah :
a.  Orang musilim yang sejak lahir berada di daerah;
b.  Badan  yang  didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di
Daerah.
6
(4)  Subjek zakat luar daerah adalah subjek zakat yang tidak
bertempat tinggal dan/ atau tidak didirikan atau
berkedudukan   di   Daerah,   akan  tetaoi   menerima   atau




Wajib zakat adalah orang islam atau badan yang dimiliki oleh
orang islam yang memenuhi ketentuan tentang haul, nisab




(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitra.
(2) Zakat Mal terdiri atas :
a.  Emas;
b.  Perak;
c.   Uang;
d.  Harta perusahaan dan perdagangan;
e.  Hasil Pertanian;
f.   Hasil perkebunan;
g.  Hasil perikanan:
h.  Hasil pertambangan;
i. Hasil peternakan;
j. Penghasilan dan jasa;
k.   Rikaz.
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B A B  VI
DASAR PENGENAAN ZAKAT
Pasal  8
(1) Pengenaan  Zakat  didasarkan  pada  Haul,  Nisab  dan
Qadar Zakat.
(2) Haul,  Nisab  dan  Qadar  Zakat  diatur  lebih  lanjut  oleh
Badan Amil Zakat.
BAB VII
NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT, SURAT
PEMBERITAHUAN, DAN TATACARA PEMBAYARAN
ZAKAT
Bagian Pertama
Nomor Pokok Wajib Zakat
Pasal 9
(1) Setiap orang wajib mendaftarkan diri pada Badan Amil
Zakat  dan  kepadanya  diberikan  Nomor  Pokok  Wajib
Zakat;
(2) Setiap pengusaha yang dikenakan zakat, wajib
melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat yang
wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  atau  tempat
kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha;
(3) Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  Nomor  Pokok  Wajib





(1) Setiap   Wajib   Zakat   mengisi   Surat   Pemberitahuan,
menandatangani,   dan   menyampaikan   kepada   Badan
Amil   Zakat   Kecamatan   dalam   wilayah   wajib   zakat
bertempat tinggal atau berkedudukan;
(2) Wajib zakat sebagaimana dimaksud dalan ayat (1) pasal
ini   harus   mengambil   sendiri   surat   pemberitahuan   di
Badan Zakat;
(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
a.  Zakat Fitra selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum
1 syawal, setiap tahunnya;
b.  Zakat   Harta   selambat-lambatnya   1   (satu)   bulan
sebelum akhir haul (masa) zakat.
Pasal 11
(1)  Wajib zakat mengisi dan menyampaikan surat
pemberitahuan zakat dengan benar, lengkap dan
menandatanganinya;
(2)  Apabila wajib zakat adalah Badan, Surat Pemberitahuan
Zakat harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Zakat
Pasal 12
(1)  Wajib  zakat  wajib  membayar  atau  menyetor  zakat  yang
terhutang   di   Badan   Amil   Zakat   atau   ditempat   yang
ditentukan oleh Badan Amil Zakat;
(2)  Tata  cara  pembayaran,  penyetoran  zakat  diatur  lebih







(1)  Badan Amil Zakat dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas
usul Kepala Kantor Departemen Agama Daerah;
(2)  Badan   Amil   Zakat   bukan   bagian   dari   Satuan   Kerja
Perangkat Daerah;
(3)  Badan Amil Zakat dapat memeperoleh fasilitas penunjang
dari pemerintah daerah.
Bagian Kedua
Pengurus Badan Amil Zakat
Pasal 14
(1)  Pngurus  Badab  Amil  Zakat  ditetapkan  oleh  Pemerintah
Kota   Makassar   atas   usul   Kepala   Kantor   Depatemen
Agama Daerah;
(2)  Untuk  dapat  diangkat  menjadi   pengurus  Badan  Amin
Zakat, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a.  Bertagwa Kepada Allah SWT.
b.  Memiliki pengetahuan tentang zakat.








(1)  Badan  Amil  Zakat  Daerah  berwenang  mengumpul  zakat
dari :
a.  Instansi pemerintah Daerah;
b.  Perusahaan swasta skala Daerah;
c.   Perusahaan Daerah.
(2)  Badan Amil Zakat Kecamatan berwenang mengumpulkan
zakat dari :
a.  Instansi pemerintah tingkat kecamatan;
b.  Perusahaan sawasta skala kecil;
c.   Pedagang serta pengusaha dipasar.
(3)  Unit  pengumpul  kelurahan  berwenang  mengumpul  zakat




Lembaga  Amil  Zakat  dapat  melakukan  pengumpula  zakat
apabila :
a.  Telah   dikukuhkan   oleh   Pemerintah   sesuai   dengan
tingkatannya;
b.  Telah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
c.   Zakat   yang   dikumpul   disalurkan   kepada   kelompok





(1)  Badan   Amil   Zakat   dan   Lembaga   Amil   Zakat   wajib
menyusun Program dibidang :
a.  Perencanaan pengelolaan zakat;
b.  Pengorganisasian pengumpul zakat;
c.   Pelaksanaa   dan   pengawasan   terhadap   pengumpul
zakat; dan
d.  Pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
(2)  Penyusunan  program sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) pasal ini, dilakukan setiap awal tahun berjalan;
(3)  Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
disampaikan kepada pemerintah daerah untuk
mendapatkan persetujuan.
Pasal 18
(1)  Badan   Amil   zakat   dan   Lembaga   Amil   Zakat   wajib
menyusun data Base tentang muztahiq dan muzakki;
(2)  Data Base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
wajib di perbahrui setiap awal tahun berjalan;
(3)  Data  Base  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan





(1)  Badan   Amil   Zakat   dan   Lembaga   Amil   Zakat   selain
berwenag mengumpulkan zakat, juga berwenag
mengumpulkan infaq dan sadaqah;
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(2)  Pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah dilakukan secara
perorangan dan kolektif;
(3)  Zakat  Muzakki  pada  instansi,  badan  atau  perusahaan
dikumpulkan   oleh   Badan   Amil   Zakat   sesuai   dengan
tinggaktannya masing-masing;
(4)  Zakat   Muzakki   orang   pribadi   dikumpulkan   oleh   Unit
Pengumpul Zakat;
(5)  Tata  cara  pengumpulan  zakat  sebagaimana  dimaksud
dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut oleh
Ketua Badan Amil Zakat.
Pasal 20
(1)  Pembayaran zakat harus deilakukan sekaligus atau lunas;
(2)  Setiap penerimaan zakat harus disertai bukti surat setoran
zakat;
(3)  Surat Setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat dalam rangkap tiga.
Pasal 21
(1)  Setiap pembayaran zakat sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan;
(2)  Bentuk,  isis,  jenis,  ukuran  tanda  bukti  penerimaan,  dan
buku penerimaan zakat sebagaimana dimaksud pada yat




(1)  Wajib   zakat   dapat   mengajukan   permoh   onan   secara
tertulis pengenbalian kelebihan pembayaran zakat kepada
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Ketua Badan Amil Zakat dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya :
a.  Nama dan Alamat wajib zakat;
b.  Masa zakat;
c.   Besarnya kelebihan pembayaran zakat;
d.  Alasan yang jelas.
(2)  Paling  lama  tiga  bulan  sejak  diterimanya  permohonan
kelebihan pembayaran zakat sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ketua Badan Amil Zakat
harus memberikan keputusan;
(3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) pasal ini dilampaui dan ketua badan amil zakat tidak
memeberikan keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran zakat dianggap terkabul;
(4)  Kelebihan bayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(3) pasal ini harus dibuatkan surat ketetapan zakat lebih
bayar yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama
satu bulan.
Pasal 23
(1)  Pengembalian  kelebihan  bayar  zakat  dilakukan  dalam
waktu   paling   lama   dua   bulan   sejak   diterbitkan   surat
kelebihan zakat dengan menerbitkan surat perintah bayar
kelebihan zakat;
(2)  Pengembalian   kelebihan   bayar   zakat   yang   dilakukan
setelah lewat jangka waktu dua bulan sejak diterbitkannya
surat kelebihan zakat, ketua Badan Amil Zakat
memeberikan imbalan jasa atas keterlambatan
pembayaran kelebihan zakat;
(3)  Ketua Badan Amil Zakat harus memeperhitungkan








(1)  Hasil penerimaan zakat fitra dan zakat mal didistribusikan
kepada muztahiq;
(2)  Hasil   penerimaan   infaq   dan   sadaqah   didistribusikan
kepada kegiatan usaha produktif;
(3)  Penerima  zakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
pasal ini diproritaskan muztahiq yang berdomisili diwilayah
masing-masing;
(4)  Tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat diatur lebih




(1)  Kelebihan  pendistribusian  zakat  kepada  para  muztahiq,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
didayahgunaan pada usaha produktif;
(2)  Tata  cara  pendayagunaan  zakat  pada  usaha  produktif




(1)  Setiap penerimaan dan penyaluran zakat, wajib dibukukan
berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi;
(2)  Pembukuan  pengelolaan  zakat  diaudit oleh auditor  yang
ditunjuk oleh Walikota;
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(3)  Pembukuan pengelolaan zakat, wajib disampaikan secara





(1)  Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  tugas  Badan  Amil
Zakat dilakukan oleh Komisi Pengawas;
(2)  Dalam  melakukan  pemeriksaan  keuangan  Badan  Amil
Zakat, Komisi Pengawas dibantu oleh akuntan public;’
(3)  Hasil  pengawsan  komisi  pengawas  disampaikan  kepada
pemerintah Kota Makassar;
(4)  Tata  cara  dan  prosedur  pengawasan  diatur  oleh  komisi
pengawas.
Pasal 28
(1)  Badan  Amil  Zakat  Wajib  menyapaikan  laporan  tahunan
atas  pelaksanaan  tugasnya  kepada  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah;
(2)  Tata cara dan Prosedur penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diataur lebih lanjut
oleh Walikota;
(3)  Laporan  Tahun  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
pasal   ini   dapat   dipublikasikan   melalui   media   massa
sekurang-kuranmgnya satu kali dalam setahun.
Pasal 29
(1)  Masyarakat   dapat   berperan   serta   dalam  pengawasan
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat;
(2)  Tata cara dan prosedur pelaksanaan peran serta







(1)  Wajib  zakat  yang  lalai,  tidak  melakukan  kewajibannya
dikenakan denda;
(2)  Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3)  Tata cara  dan  prosedur  pengenaan  denda  diatur  lebih




(1)  Pengelola  zakat  yang  lalai,  tidak  melakukan  kewajiban
diancam dipidana;
(2)  Ancaman pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1),
pasal ini berupa h ukuman kurungan selama-lamanya tiga
bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.




(1)  Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  ini
sepanjang   mengenai   pelaksanaannya,   ditetapkan   oleh
Walikota;
(2)  Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, instansi terkait
dan masyarakat harus berpedoman pada aturan




Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkannya
Agar   setiap   orang   dapat   mengetahui,   memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota
Makassar.
Ditetapkan di Makassar




pada tanggal 28 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
H. SUPOMO GUNTUR
LEMBARAN   DAERAH   KOTA   MAKASSAR NOMOR 5




1. Bagaimana pengumpulan dana ZIS pada BAZ Kota Makassar sebelum berlakunya Perda 
no 5 tahun 2006?
2. Apa sistem dan strategi yang dilakukan BAZ Kota Makassar dalam hal menghimpun 
dana sebelum berlakunya Perda no.5 tahun 2006?
3. Bagaimana penyaluran dana ZIS pada BAZ Kota Makassar sebelum berlakunya Perda no
5 tahun 2006?
4. Apa sistem dan strategi  yang dilakukan BAZ Kota Makassar dalam hal menyalurkan 
dana ZIS sebelum berlakunya Perda no 5 tahun 2006?
5. Bagaimana pengumpulan dana ZIS pada BAZ Kota Makassar setelah berlakunya Perda 
no 5 tahun 2006?
6. Apa sistem dan strategi yang dilakukan BAZ Kota Makassar dalam hal menghimpun 
dana ZIS setelah berlakunya Perda no 5 tahun 2006?
7. Bagaimana penyalurana dana ZIS pada BAZ Kota Makassar setelah berlakunya Perda no 
5 tahun 2006?
8. Apa sistem dan strategi yang dilakukan BAZ Kota Makassar dalam hal menyalurkan 
dana ZIS setelah berlakunya Perda no 5 tahun 2006
9. Apa upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan ZIS pada BAZ Kota Makassar
Dokumentasi
Foto Bersama Pengurus BAZ Kota Makassar
Sesi wawancara dengan bendahara BAZ Kota Makassar
  






